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Sinergi ketiganya mencipta sukses dan Bahagia.”

{Dedhi Suharto dalam Qur'anic Intelligence Quotient: Bagaimana Membangun Kecerdasan menurut
Al Qur'an, FBA Press, 2006 )
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Departemen Keuangan Republik Indonesia memelopori  pembentukan
Inspektorat Bidang Investigast (IB]) pada inspektorat Jenderal Departemen Keuangan
dengan Keputusan Menteri Kevangan (KMK) Nomor 302/KMEK 0172004 tanggal 23
Juni 2004, Hal tersebut merupakan langkah yang beriringan dengan semangat
percepatan pemberantasan korupsi nasional yang digulitkan melalul Instruksi

Presiden Nernor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004.

Tugas 18I adalah melaksanakan kegiatan investigasi, berdasarkan kebijakan
dan aturan hukum yang berlaku, atss dugaan penyimpangan dan peayalshgunasn
wewenang vang berkaitan dengan tugss dan fungsi unsar Departemen, tugas lainnya
darni Inspektur Jenderal, serta pembinaan teknis pelaksanaan investigasi, yang tata cam
pelaksangannya  diatur denpgan keputusan  Menteri  Keuangan — nomer

462/KMK.0572004 tanggal 23 Juni 2004,

Kunci sukses pelaksanaan kegiatan invcstiga-si adalah adanya partisipasi
masyarakat berupa pengaduan masyarakat forhadap perilaku koruptif 81 lingkungan
Departerner Keuangan, Untuk meningkatkan parfisipast masyarakat tersebut, maka
pengelolaan audit investigasi periu ditangani secara profesional, cepat, dan tepat, yang

daput divsabakan dengan bantuan teknotogl informasi.

Untuk mewnjudkan sistem pengelolaan audit investigasi yang berbasis
teknologt informasi tersebut, penulis mencoba melakukan analisis dan merancang
sistem informasi pengelolaan andit investigasi pada Inspektorat Bidang Investigasi

dan menvangkannya dalam suatu karva akhir uniuk memenuhi sebagian dari syarat-

i
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syarat guna meraih gelar Magister Akuntansi pada Program S-2 Magister Akuntansi
Universitas Indonesia, yang akhirnya dibasitkan diagram konteks use-case, diagram
use-case, varasi use-cuse, ERD, Context DFD, DFD level 0, DFD level 1, spesifikasi
proses, dokumentasi datastore, dan dokumentasi entitas dan atribut, serta dihasilkan

rancangan physical DFD, skema database, dan interface inpur maupun ouipid.

Dengan hasil-hasil fersebut, maka disarankan agar Inspekiorat Bidang
Investigasi mernjadikan hasil analisis dan rancangan tersebut secbagal bagian dan
langkah-langkah untuk membangun suatu sistem informasi pengelolaan audit
investigast yang ferintegrasi, merencanakan pendansan pembangunan sistem dengan
perhifungan yang matang, mengusahakan dukungan pimpinan Inspektorai Bidang
Investigasi maupun pimpinan Departemen Keuangan, dan mengintegrasikan daia

sebelum tahun 2005 ke datam Inspeictoraf Bidang Investigasi.

v
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BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Pemilihan Judul

Mengawali semangat pemberaﬁtasan korupsi sebagaimana diamanatkan
dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Departemen Keuangan
Republik Indonesia memelopori pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)
pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan dengan Keputusan Menteri

Keuangan (KMKY) Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004.

IBI dibentuk untuk menjalankan tugas melaksanakan kegiatan investigasi,
berdasarkan kebijakan dan aturan hukum yang berlaku, atas dugaan penyimpangan
dan penyalahgunaan wewenang vang b.erkaitan dengaﬁ tugas dan fungsi unsur
Departemen, tugas lainnya dari Inspekiur Jenderal, serta pembinaan teknis
pelaksanaan investigasi. Tata cara pelaksanaan kegiatan investigasi oleh Inspektorat
Bidang lInvestigasi Pada Inspektorat Jenderal telah diatur oleh Menteri Keuangan

dengan keputusan nomor 462/KMK.09/2004 tanggal 23 Juni 2004

Salah satu dasar untuk melaksanakan kegiatan investigasi terhadap perilaku
koruptif di lingkungan Departemen Keuangan adalah adanya bengaduan masyarakat.
Dalam perspektif masyarakat yang modern dan demokratis, di mana partisipasi
masyarakat memerlukan perhatian yang serius, maka pengelolaan audit investigasi
perlu ditangani secara profesional, cepat, dan tepat. Dengan demikian diharapkan
masyarakat yang telah berpartisipési dalam melaporkan perilaku koruptif di

lingkungan Departemen Keuangan mendapatkan kepuasan yang pada gilirannya akan
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meningkatkan partisipasi masyarakat selanjutnya sehingga akan membanlu proses
percepatan pcmberantasan'korupsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh

Presiden Republik Indonesia.

Ketiadaan sistem pengelolaan audit investigasi yang sesuai dengan
kebutuhan akan kontra produktif dengan keinginan mempercepat pemberantasan
korupsi karena masyarakal menjadi kecewa dengan respon yang lambat dan

pengelolaan audit investigasi yang tidak efisien dan tidak efektif.

Penggunaan teknologi informasi diharapkan dapat mendukung terwujudnya
sistem pengelolaan audit investigasi yang prbfesional, efisien, dan efektif. Dengan
adanya peningkatan kecepatan pemrosesan pengaduan masyarakat, diharapkan IBI
dapat secara efektif menyelesaikan pengaduan maéyarakat yang lebih banyak dengan
biaya yang efisien. Di samping itu keputusan pimpinan IB1 terkait audit investiéasi
juga lebih berkualitas dan efektif karena didukung oleh informasi yang handal,

relevan, akural, dan disajikan tepat pada waktunya.

Dalam rangka mencari solusi berupa terwujudnya sistem pengelolaan audit
investigasi tersebut, penulis mencoba melakukan analisis dan merancang sistem
informasi dan menuangkannya dalam suatu Karya Akhir untuk memenuhi sebagian
dari syarat-syarat guna meraih gelar Magister Akuntansi pada Program S-2 Magister
Akuntansi Universitas Indonesia. Oleh karena itu, penﬁlis memilih judul “Analisis
dan Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Audit Investigasi pada Inspektorat

Br’dang Investigasi Departemen Kevangan”.
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I.2. Permasalahan Penelitian

Salah satu fungsi utama yang diselenggarakan IBl scbagaimana diatur
dalam pasal 1445 peraturan Menteri Keuangan nomor 131/PMK.01/2006 tanggal 22
Desember 2006 adalah pelaksanaan i.nve.stigasi terhédap kebenaran, efisiensi,
dan/atau  efektivitas pelaksanaan tugas, pengaduan; penyimpangan dan

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Departemen.

Dalam menjalankan fungsi utama tersebut, 1Bl telah mendayagunakan
komputer untuk pengelolaan data, seperti pengelolaan pengaduan masyarakat,
pengelolaan surat masuk dari inspektorat bidang lainnya, pengelolaan nota dinas,
pengelolaan surat tugas audit investigasi, dan pengelolaan tindak lanjut. Sayangnya,
pengelolaan data-data tersebut masih menggunakan file/database yang terpisah. Oleh
karena itu, dapat disimpulkan terdapat per‘masalahan yang dapat dilakukan penelitian
yaitu belum terdapat sistem informasi yang terintegrasi pada pengelolaan audit

investigasi di IBI.

Belum terintegrasinya sistem informasi pengelolaan audit investigasi pada
IBI tersebut menyebabkan kurang dapat diandalkannya data informasi yang
dihasilkan disebabkan karena adanya kemungkinan dihasilkannya informasi yang
berbeda-beda antara file yang salu dengan file lainnya untui( masalah yang sama.
Dengan demikian, tingkat akurasinya jugg tidak dapat terjamin. Untuk mendapatkan
tingkat akurasi yang tinggi agar informasi dapat berguna dilakukan pengecekan ulang
atas data-data yang dihasilkan sehingga memerlukan waktu tambahan yang

mengakibatkan informasi yang dihasilkan disajikan kurang tepat waktu.
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L3.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, IBI perlu membangun sistem
informasi yang sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan audit investigasi. Sistem
informasi tersebut diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang
dihadapi pada saat ini. Untuk itu perlu dilakukan analisis dan perancangan sistem

informasi.

Analisis sistem yang dimaksudkan meliputi mendefinisikan ruang lingkup,
menganalisis masalah, menganalisis kebutuhan, merancang apa yang mesti dilakukan
sistem yang baru yang logis, dan menganalisis solusi terbaik. Sedangkan
perancangan sistem yang dimaksudkan adalah meneruskan rancangan yang mesti
dilakukan sistem yang baru yang logis dan.belum rinci menjadi suatu rancangan
teknis yang bersifat fisik dan rinci. Dengan kata lain, bila analisis menitikberatkan
kepada masalah bisnis yang dihadapi maka perancangan menitikberatkan kepada

masalah sistemnya itu sendiri.

Tujuan Penclitian

Penulis akan melakukan analisis atas sistem pengelolaan audit investigasi
yang telah ada kemudian merancang sistem pengelolaan audit investigasi yang baru

sebagal penyempurnaan dari sistem pengelolaan audil yang lama.
Tujuan penelitian adalah untuk :

I. Menganalisis apakah dapat dirancang suatu sistem informasi berbasis
komputer yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam
pengelolaan audit investigasi Inspektorat Bidang Investigasi, yang relevan,

handal, akurat, dan tepat waktu.
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2. Merancang sistem informasi berbasis komputer atas pengelolaan audit

investigasi pada Inspektorat Bidang Investigasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap karya akhir ini memberikan manfaat bagi pengelolaan

audit investigasi pada IBI berupa :

I. Dihasilkannya suatu analisis yang membantu IBI untuk menentukan dapat atau
tidak dirancangnya suatu sistem informasi berbasis komputer yang dapat
memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan audit investigasi

Inspektorat Bidang Investigasi, yang relevan, handal, akurat, dan tepat waktu

2. Dihasilkannya suatu rancangan sistem informasi berbasis komputer atas
pengelolaan audit investigasi pada Inspektorat Bidang Investigasi sesuai

kebutuhan.

L.5. Sistematika Penelitian

Dalam pembahasan dan penulisan karya akhir ini, penulis menyusunnya

dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

® Babl. Pendahuluan
Bab ini terdiri dari :
a. Latar Belakang Pemilihan Judul
b. Permasalahan Penclitian
¢. Tujuan Penelitian

d. Manfaat Penelitian

Analisis dan ..., Dedhi Suharto, FEB Ul, 2008



e. Sislematika Penelitian

Bab II. Landasan Teori

Bab ini terdiri dari :

a. Pengertian Sistem Informasi

b. Analisis dan Perancangan Sistem

Bab II1. Pengelolaan Audit Investigasi pada IBI

Bab ini terdiri dari :

Latar belakang terbentuknya IBI, tugas dan fungsi 1B1, dan.-pengelolaan audit
investigasi pada IB]

Bab IV. Analisis dan Perancangan Sist'em‘

Bab ini merupakan uraian hasil analisis sistern informasi dan hasit perancangan
sistem informasi

Bab V. Simpulan dan Saran

Bab ini terdari dari :

a. Kesimpulan hasil penelitian

b. Rekomendasi atau saran
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BABII

LANDASAN TEORI

[1.1. Pengertian Sistem Informasi

Untuk memahami pengertian sistem informasi, terlebih dahulu perlu dipahamt

pengertian mengenai sistem dan informasi.
Sistem

Menurut Whitten dan Bentley (2007), sistem adalah suatu grup dari
komponen berhubungan yang berfungsi bersama untuk mencapai hasil yang
diinginkan. Definisi tersebut senada dengan definisi Romney dan Steinbart (2006)
yaitu: sistem adalah suatu kumpulan dari dua atau lebih komponen berhubungan,
yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Tentu saja agar dapat berfungsi
bersama sebagaimana yang dinyatakan Whitten komponen-komponen sistem perlu
berinteraksi sebagaimana yang dinyatakan Romney. Oleh karena itu, di dalam sﬁatu
sistem biasanya terdapat sub sistem-sub sistem karena bila suatu komponen memiliki

fungsi tersendiri pada dasarnya dia telah menjadi suatu sub sistem.

Informasi dan Karakteristiknya

Informasi merupakan sumber daya yang sangat berguna bagi organisasi untuk

mencapai tujuannya. Terlebih lagi dalam era teknologi informasi seperti dewasa ini,
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informasi memiliki peran vital dalam menghadapi lingkungan bisnis yang terus

berubah dan cenderung kompetitif.

Bush dan Robbins (1991), terkait dengan informasi menunjuk adanya tiga
bentuk dari sesuatu yang biasa disebut sebagai informasi, yaitu: data, berita, dan
informasi. Dengan tegas Bush menyatakan bila tidak terkait dengan keputusan,
maka bukan informasi. Dalam hal ini Murdick, Ross, dan Clagget (1991) masih
memasukkan ke dalam kelompok informasi meskipun tidak terkait dengan keputusan
asal lerkait dengan peramalan. Demikian juga Davis dan Olson (1984) masih
memasukkan ke dalam kelompok informasi asal terkait dengan tindakan. Dalam
pandangan Bush, hal-hal yang dikemukakan -Murdick dan Davis yang tidak tcrkait

dengan keputusan adalah berita, bukan informasi.

Dalam karya akhir ini, penulis merujuk kepada adanya bentuk data, berita, dan
informasi yang diperkenalkan oleh quh dengan modifikasi bahwa termasuk dalam
katagori informasi adalah hal-hal terkait peramalan sebagaimana yang dikemukakan
oleh Murdick karena sebagaimana didefinisikan oleh Turban, Leidner, McLean, dan
Wetherbe (2006) informasi adalah data yang telah diorganisasikan sehingga
memiliki arti dan nilai bagi para penerim.anya. Data yanlsc,J terkait dengan peramalan
sebagaimana disebutkan oleh Murdick termasuk memiliki arti dan nilai bagi

penerima informasi tersebut.

Untuk dikatagorikan sebapgai informasi, suatu data perlu ditransformasikan
sehingga memiliki karakteristik tertentu. Tanpa adanya karakteristik tertentu, suatu

data-- yang telah melalui proses pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan,
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penganalisisan, dan penyebaran-- telah gagal ditransformasikan sebagai informasi.
Meminjam istilah Bush data tersebut hanya berhasil ditransformasikan sebagai

berita, yaitu memiliki arti tetapi tidak memiliki nilai.

Banyak referensi terkait karakteristik informasi. Menurut Hilton (1991)
terdapat tiga karakteristik informasi yang menentukan kegunaannya yaitu relevansi,
akurasi, dan ketepatan waktu. Jogiyanto HM (2001) berpandangan bahwa tiga
karakteristik tersebut menentukan kualitas informasi. TurBan mengemukakan empat
karakteristik informasi yaitu kelengkapan, akurasi, currency (tepat waktu), cocok
untuk digunakan (relevan). Menurut Romney, karakteristik informasi meliputi tﬁjuh
hal, yaitu : relevan, keandalan, kelengkapan, ketepatan waktu, mudah dimengerti,

dapat diverifikasi, dan dapal diakses.

Dari referensi tersebut, semua pakar sepakat bahwa relevan dan kelepatan
waktu merupakan karakteristik informasi. Demikian pula pendapat Bush Adapun
akurasi yang diperkenalkan Hilton ternyata tidak tersurat disepakati oleh Romney,
yang lebih menyukai mengajukan karakteristik keandalan dan kelengkapan. Penulis
berpendapat karakteristik akurasi dan kelengkapan pada dasarnya merupakan bagian
dari karakteristik keandalan, karena informast hanya dapat dikatakan andal bila
akurat dan lengkap. Oleh karena itu, meskipun Turban tidak memunculkan
karakteristik keandalan, secara tersirat mereka mendukung adanya karakteristik
keandalan pada saat mereka memunculkan karakteristik kelengkapan dan akurasi.
Adapun karakteristik lain yang disebutkan oleh Romney  seperti “mudah
dimengerti” pada dasarnya merupakan bagian dari karakteristik relevansi karena

relevan memiliki predictive value, feed back value, serta memiliki kemampuan untuk
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membuat penggunanya mengubah keputusannya. Bagaimana informasi akan
memiliki kemampuan untuk membuat penggunanya  mengubah keputusannya
(relevan) bila tidak mudah dimengerti? Karakteristik lainnya yaitu dapat diverifikasi
dapat dikatakan merupakan bagian dari karakteristik keandalan yang di dalamnya
terdapat juga akurasi. Informasi hanya dapat dikatakan akurat bila dapat divcriﬂkasi
ke sumber datanya. Adapun karakteristik “dapat diakses” telah terwakili dengan
karakteristik ketepatan waktu karena, sebagaimana yang disebutkan oleh Schroeder
dan Clark (1995), tepat waktu memiliki arti tersedia pada saat dibutuhkan atau
tersedia sebelum akibat keputusan yang sebelumnya terjadi sehingga keputusan
sebelumnya dapat dibatalkan/diubah. Bila informasi tidak dapat diakses, bagainiana

pengguna dapat menerima informasi pada saat dibutuhkan (tepat waktu)?

Dengan demikian penulis berpendapélt karakteristik informasi adalah

relevansi, ketepatan waktu, dan keandalan.

Sistem Informasi

Sistem informasi pada awalnya didefinisikan sebagai integrasi antara manusia
dan mesin (Davis, 1984; Awad, 1988; dan Murdick, 1991), atau_ didefinisikan
sebagai integrasi antara struklur data:base_ dan informasi (Long, 1989), dan
didefinisikan sebagal intcpgrasi subsistem-subsistem informasi (Scott, 1995} yang
mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara
guna meningkatkan produktivitas. Whitten (2007} merinci subsistem-subsisiem

informast tersebut berupa manusia, data, proses, dan teknologi informasi.

10
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Davis, Awad, Murdick, dan Whitten menunjuk dengan tegas pentingnya
pcranan manusia meskipun dengan bahasa yang berbeda-beda. Demikian pula

McLeod Ir. (1995) dan Scott menyiratkan hal yang sama.

Davis, Awad, Murdick, McLeod, dan Whitten juga menunjuk dengan tegas
pentingnya peranan mesin. Dalam kaitan tersebut McLeod menunjuk secara khusus
bahwa mesin yang dimaksud adalah komputer. Adapun. Whitten menyebut istilah

teknologi informasi.

Davis, Awad, dan McLeod menyatakan bahwa sistem informasi harus mampu
menyediakan informasi, Long lebih memilih istilah “presentasi informasi”, Murdick
memilih istilah “menghasilkan informasi”, dan Scolt menekankan sisi prosesnya
dengan menyatakan sistem tersebut harus mampu “mentransformasi data menjadi
informasi”. Whitten juga menekankan sisi prosesnya déngan menitikberatkan

adanya “output berupa informasi yang dibutuhkan”.

Dari beberapa definisi yang disampai-kan oleh para pakar sistem informasi,
dapat dipahami pengertian penting yang terkandung di dalam definisi sistem

informasi, yaifu :
1. Intisari sistem informasi adalah sistem terpadu;

2. Di dalam sistem informasi terdapat subsistem-subsistem informasi, terutama

manusia dan mesin;

3. Sistem tersebut berfungsi menyediakan informasi dengan adanya transformasi

dari data menjadi informasi yang dibutuhkan;

I
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4. [nformasi tersebut harus memiliki karakteristik relevansi, ketepatan waktu, dan

keandalan;

5. Sistem informasi tersebut membantu suatu organisasi dalam mencapai

tujuannya.
[1.2. Analisis dan Perancangan Sistem

Untuk membangun atau mengembangkan suatu sistem informasi yang baik
dibutuhkan analisis sistem (systems analysis). Dalam analisis sistem (Whitten dan
Bentley, 2007), suatu sistem didekomposisi menjadi potongan-potongan komponen.
Setelah mendapatkan hasil dari analisis sistem, kemudian diperlukan teknik
komplementernya berupa perancangan siétem (systems design). Potongan-potongan
komponen hasil dekomposisi suatu sistem yang didapatkan pada saat analisis sistem,
melalui perancangan sistem dirakit kembali menjadi sebuah sistem yang lengkap dan
telah terperbaiki. Tentu saja hal tersebut dapat dilakukan karena adanya

penghilangan, penambahan, atau pengubahan potongan komponennya.
11.2.1. Analisis Sistem

Menurut Whitten, analisis sistem adalah suatu teknik problem-solving yang
mendekomposisi suatu sistem menjadi potongan-potongan komponen dengan
tujuan guna mempelajari seberapa baik bagian-bagian komponen tersebut bekerja

dan berinteraksi untuk mencapai tujuannya.

12
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Fokus utama pada analisis sistem adalah masalah bisnis. Oleh karena itu,
analisis sistem yang baik akan mengesampingkan masalah pemilihan teknologi

yang akan digunakan pada implementasinya kelak.

Terdapat beberapa pendekatan dalam melakukan analisis sistem. Dalam
bukunya edisi ketujuh (2007), Whitten memperkenalkan pembagian traditional
approaches, object oriented approach (sebelumnya pada ‘edisi keenam Whitten
memasukkan fraditional approaches dan object oriented analysis sebagai model
yang termasuk model-driven approaches), dan accelerated systems analysis

approaches.

Yang termasuk traditional approaches adalah analisis terstruktur (structured
analysis) yang menitikberatkan pada proses dan rekayasa informasi (information
engineering) yang menilikberatkan pada data. Object oriented approach
menitikberatkan pada obyek (integrasi data dengan proses) dan dikenal dengan
menggunakan UML (Unified Modelling Language). Adapun yang termasuk
accelerated systems analysis approaches adalah Discovery Prototyping dan Rapid

Architected Analysis.

Dalam analisis sistem dikenal adanya fase-fase yang harus diikuti agar

efisien dan efektif.

13
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[1.2.1.1. Fase-fase dalam suatu Analisis Sistem

D1l dalam analisis sistem dengan menggunakan Framework for the
Application of System Thinking (FAST) terdapat beberapa fase, yaitu fase
definisi ruang lingkup, fase analisis masalah, fase analisis kebutuhan, fase

perancangan logis, dan fase analisis keputusan.
1. Fase Lingkup Definisi (Scope Definition Phase)

Pada fase int harus didefinisikan ruang lingkup proyek, masalah yang
ada, peluang yang dapat diraih, dan hal-hal lain yang menjadi pemicu. Bila
pada fase awal ini dapat diidentifikasi bahwa proyek layak dijalankan, maka
selanjuinya harus dibuat rencana proyek meliputi ruang lingkup proyck,
strategi pengembangannya, time schedule-nya, sumber daya yang dibutuhkan,

dan juga anggarannya.
2. Fase Analisis Masalah (Problem Analysis Phase)

Pada fase ini hendaknya seorang system analyst berusaha mendapat-kan
pengertian yang mendalam terhadap masalah yang telah didefinisikan pada
fase lingkup definisi, mampu melihat lebih jelas peluang-peluang yang dapat
diraih, dan memahami batasan-batasan yang perlu diperhatikan.

Dengan mempelajari bentuk masalah dihasilkan pengertian yang
mendalam terhadap masalah yang ada dan juga istilah-istilah bisnis yang

digunakan. Istilah-istilah bisnis perlu didokumentasikan pengertiannya

14
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sepanjang tidak terlalu berlebihan dalam menggambarkan sistem yang telah

ada (tidak efisien).

Dengan menganalisis masalah dan peluang dihasilkan pemahaman
terhadap permasalahan dan peluang yang dapat dituangkan dalam matriks

Cause & Effect Analysis yang dirancang sebagaimana Tabel {I.1.

Tabel 11.1. Desain Matriks Cause & Effect Analysis

Analisis proses bisnis diperlukan bila bisnisnya baru atau bisnis lama
tetapi dikehendaki untuk dilakukan business process reengineering (BPR).

Permasalahan dan peluang yang telah dapat dituangkan dalam matriks
Cause & Effect Analysis dipikirkan tujuan perbaikannya serta dimengerti
kendala atau batasannya sehingga dapat dituangkan d-alam matriks Cause &
Effect Analysis and System Impa'ovefnenrs Objectives yang dirancang

sebagaimana Tabel 11.2.

Tabel 11.2. Desain Matriks Cause & Effect Analysis

and System Improvements Objectives

15
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Lad

Sangat dimungkinkan setelah lebih memahami permasalahan yang ada,
permasalahan yang telah didefinisikan pada fase lingkup definisi ternyata
telah berkembang kompleksitasnya sehingga rencana proyek yang telah
disusun pada fase tersebut sudah tidak memadai unt-uk dijadikan landasan
pekerjaan proyek. Oleh karena itp, perlu dilaku_kan pemutakhiran rencana
proyek baik itu menyangkut ruang lingkup, strategi pengembangannya, time

schedule-nya, sumber daya yang dibutuhkan, dan juga angpgarannya.

Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai
permasalahan yang ada maupun kebutuhan memutakhirkan rencana proyek,
maka system analyst perlu menyajikan temuan pada fase ini serta rekomendasi

yang dihastlkan agar proyek dapat dikerjakan dengan efektif dan efisien.
Fase Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis Phase)

Pada fase ini perlu didefinisikan i(ebutuhan bisnis terhadap suatu sistem
yang baru. Fokus analisis kebutuhan adalah pada bisnis bukan pada masalah
teknis. Kebutuhan bisnis harus didefinisikan dengan layak sesuai kebutuhan
dan keinginan pengguna bisnis dengan mengesampingkan permasalahan

teknis yang mungkin dihadapi.

Untuk mendapatkan kebutuhan bisnis terhadap suatu sistem yang tepat
maka dilakukan pencarian fakta (facs-finding) dengan strategi sebagai berikut:
[. Belajar dari dokumentasi yang éda,_formulir, [dporan, dan files.;

2. Jika memungkinkan, obeservasi sistem yang sedang berjalan;
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3. Berikan seluruh fakta yang telah terkumpul, rancang dan distribusikan
kuesioner untuk membuat jelas hal-hal yang belum dimengerti
sepenuhnya;

4. Lakukan interviu (atau sesi kerja grup);

5. Lakukan tindak lanjut untuk memverifikasi fakta-fakta.

Pada fase ini kita dapat mempergunakan use-case modelling untuk fase

business requirements.
. Fase Perancangan Logis (Logical Design Phase)

Dalam fase ini digunakan pemodelan data logis (logical data model) dan

pemodelan proses logis (Jogical process model).
. Fase Analisis Keputusan (Decision Analysis Phase)

Dengan mempertimbangkan permasalahan, peluang, tujuan perbaikan
sistem, batasan yang dihadapi, serta kebutuhan bisnis yang layak terhadap
suate sistem yang baru, maka diperlukan analisis keputusan apa yang
semestinya diambil. Tentu saja diharapkan dengaﬁ melakukan analisis
terhadap keputusan yang akan diambil maka dihastlkan keputusan yang
efektif dan efisien yang mampu direalisasikan sekaligus menjadi solusi.
Keputusan tersebut termasuk rekomendasi sistem yang akan dirancang dan

diimplementasikan.

17
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[1.2.1.2. Pemodelan Data (Data Modeling)

Menurut  Whitten, pemodelan data adalah suatu teknik untuk
mengorganisasikan dan mendokumentasikan sebuah data sistem. Dikenal juga

dengan nama pemodelan dafabase.

Salah satu model data adalah Diagram Hubungan Entitas atau Entity
Relationship Diagram (ERD) yang menggunakan beberapa notasi untuk
menggambarkan data dalam bentuk entitas dan hubungan-hubungan yang

dideskripsikan oleh data tersebut.

Entitas adalah suatu kelas dari orang, tempat, obyek, kejadian, atau konsep

lentang sesuatu yang kita perlukan untuk menangkap dan menyimpan data.

[Nama Entitasj

Gambar I1.1 Notasi Entitas

Entitas memiliki karakteristik berupa atribut. Misalnya, entitas Auditor
memiliki atribut : nama, nomor induk pegawai (NIP), jabatan fungsional auditor
(JFA), jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor kartu tanda penduduk (KTP),
nomor telepon, dan lain sebagainya. Atribut-atribut yang sejenis dapat
dikelompokkan menjadi satu (compound attributes), misalnya : nama depan dan
nama belakang dikelompokkan sebagai atribut nama. Notasi atribut disajikan

dalam Gambar 11.2.
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/ Auditor \

Nama

« Nama depan

¢ Nama belakang
NIP

JFA

Jenis Kelamin
Tanggal Lahir
Alamat

Comor KTP
Nomor Telepon /

Gambar 11.2 Notasi Atribut

Setiap entitas harus memiliki kunci (4ey), berupa atribut atau sekelompok
atribut yang membertkan ntlai yang. unik. Misalnyé entitas Auditor memiliki
atribut unik berupa NIP di mana masing-masing auditor pasti memiliki NIP yang

berbeda-beda.

Sekelompok atribul yang memberikan nilai yang unik dan menjadi
identitas sebuah entitas disebut concatenated keys. Misalnya entitas Laporan
Hasil Audit Investigasi (LHI) harus secara unik diidentifikasi dengan judul dan

nomor kopinya karena satu memiliki beberapa copy dari LHI aslinya.

Selain itu, sangat dimungkinkan sebuah entitas memiliki lebih dari satu
kunci. Misalnya, entitas Auditor dapat diidentifikasi dengan NIP atau dengan
nomor KTP. Setiap atribut yang memiliki kesempatan untuk berpeluang menjadi

kunct utama (primary key) dari sebuah entifas tersebut disebut candidate key.
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Setelah ditentukan kunci utamanya dari sebuah entitas, maka candidate key yang

tidak terpilih disebut sebagai alternate key.

Setiap entitas akan berinteraksi dengan entitas lainnya sehingga timbul
hubungan (relationships) yang dapat terjadi antara satu atau lebih entitas, yang
merepresentasikan kejadian yang saling menghubungkan. Misalnya entitas
Auditor melakukan investigasi pada nol, satu atau lebih kasus. Satu kasus
diinvestigasi oleh satu, atau lebih Auditor. Frasa melakukan investigasi atau kata

diinvestigasi menunjukkan suatu hubungan yang terjadi di antara dua entitas.

Dari contoh di atas, terdapat jumlah minimum dan maksimum kejadian
sebuah entitas yang dihubungkan dengan satu kejadian dari entitas lainnya. Hal
tersebut dikenal dengan istilah cardinality. Karena semua hubungan adalah .clua
arah, maka cardinality harus didefinisikan di kedua arah untuk setiap hubungan.

Notasi kardinalitas disajikan dalam Gambar [1.3

. DIKH _ Auditor
‘KodeDIKH ] LI
i P , i Kode Auditor

Gambar I1.3 Notasi Kardinalitas

Pemodelan data biasanya mulai dilakukan dalam fase analisis masalah
meskipun hanya sebatas pembuatan model data konteks (context data model).
Model data ini hanya memasukkan entitas dan hubungannya tanpa memasukkan

atribut dengan tujuan memperbaiki pengertian mengenai ruang lingkup proyek.
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Pemodelan data dalam fase analisis kebutuhan dibuat dalam beberapa tahap,

yaitu :

a. Merevisi model data konteks yang telah dibuat pada fase analisis masalah
sesuai dengan adanya tambahan kebutuhan bisnis yang baru atau revisi

ruang lingkup proyek;

b. Menggambar key-based data model dengan mengeliminasi setiap hubungan
yang tidak spesifik (nonspecific relationship), menambah entitas asosiatif
(associative entities), memasukkan kunci utama (primary key) dan kunci
pilihan (alfernate key), dan memasukkan kardinalitas (cardinalities) yang

tepat dan hirarki generalisasi;

c. Membuat fully atiributed data model dengan memasukkan semua atribut

deskriptif dan subsetting criteria,

d. Melakukan normalisasi terhadap data model yang lelah selesai sehingga

dihasilkan data model yang telah dinormalisasi (wormialized data model).:

11.2.1.3. Pemodelan Proses (Process Modeling)

Menurut Whitten, pemodelan proses adalah suatu teknik untuk
mengorganisasikan dan mendokumentasikan sebuah proses sistem seperti arus
data yang melewati proses, logika, kebijakan, dan prosedur yang akan

diimplementasikan.
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Sebuah model proses yang digunakan untuk menggambar arus dala yang
melewati sebuah sistem dan kerja atau pemrosesan yang dilakukan oleh sistem

disebut Diagram Arus Data atau Data Flow Diagram (DFD).

DFD memiliki empat simbol yaitu simbol yang menunjukkan proses logis
yang akan dikerjakan, simbol yang menunjukkan arus data atau masukan dan
keluaran menuju atau dari proses, simbol yang menunjukkan agen eksternal
(external agent) — batas sebuah sistem, dan simbol vang menunjukkan

penyimpanan data atau files.
Simbol-simbol yang terdapat dalam DFD adalah sebagai berikut:
e Simbol Proses

Proses disimbolkan dengan persegi empat dengan ujung bujal (rounded

rectangles) atau disimbolkan dengan lingkaran sebagaimana disajikan dalam

Gambar 11.4.
| wglf E
i____
Terima atau - Terima
Pengadua n Pengaduan
Gane & Sarson Yourdon / DeMarcao

Gambar 11.4 Simbol Proses
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Proses yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan
orang, mesin, atau komputer dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam

proses untuk dihasilkan arus data yang akan keluar dari proses.
Setiap proses harus diberi penjelasan yang lengkap meliputi :

o Identifikasi Proses, yaitu umumnya-berupa angka yang menunjukkan

nomor acuan dari proses dan ditulis pada bagian atas simbol proses.

o Nama Proses, yaitu biasanya berupa bagian kalimat yang diawali dengan
kata kerja, dan menggambarkan apa yang dikerjakan oleh proses tersebut

dengan lengkap serta ditulis di bawah identifikasi proses.
Simbol Arus Data

Arus data disimbolkan dengan panah dengan diberi nama yang jelas dan
mempunyai artl yang dituliskan di samping garis panah sebagaimana

disajikan dalam Gambar I1.5.

Pengaduan

Gambar 11.5 Simbol Arus Data

Arus data menghubungkan proses, penyimpanan dala, dan kesatuan [uar
(environment), yang menunjukkan aliran data yang dapat berupa masukan
untuk sistem atau hasil dari proses sistem. Arus data juga digunakan untuk

menggambarkan penciptaan (creation), pembacaan (reading), penghapusan
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(deleting), atau pembaruan (updating) atas data dalam suatu file atau basis

data yang dikenal sebagai penyimpanan data.

Simbol Agen Eksternal

Agen ekternal disimbolkan dengan kotak dilengkapi dengan nama apgen

eksternal sebagaimana disajikan dalam Gambar IL6.

Pengadu

Gambar 1.6 Simbol Agen Eksternal

Agen eksternal merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang dapat
berupa orang, organisasi, atau sistem lain yang berada di lingkungan luarnya
yang akan memberi input kepada sistem serta menerima owfpuf dari sistem
karena setiap sistem memiliki batas yang memisahkannya dengan

lingkungan luarnya.
Simbol Penyimpanan Data

Penyimpanan data disimbolkan dengan kotak dengan satu sisinya terbuka
dilengkapi dengan nama penyimpanan data sebagaimana disajikan dalam

Gambar I1.7.
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DS PENGADUAN DS Pengaduan

!
01

;
atau

Gane & Sarson Yourdon / DeMarco
Gambar II.7 Simbol Penyimpanan Data

Penyimpanan data adalah tempat data berhenti dan merupakan suatu
inventori atas data, yang menggambarkan tentang sesuatu di mana datanya

ingin disimpan dalam suatu proses bisnis.

DFD perlu dilengkapi dengan diagram deckomposisi (decomposition
diagrams) yaitu diagram yang menunjukkan dekomposisi ~suatu proses
memecahkan sebuah sistem ke dalam komponen sub sistem, proses, dan sub
prosesnya- secara fungsional dimulai dari tingkatan paling tinggi hingga

terendah.
Iase-fase dalam membangun pemodelan proses adalah :

» Membuat Diagram Arus Data Konteks (Context DFD) vyang
mendefinisikan ruang lingkup dan batasan dari suatu sistem. Dengan
demikian didefinisikan aspek-aspek bisnis apa saya yang akan didukung
oleh suatu sistem dan bagaimana sistem tersebut akan memodeikan
hubungan/interaksi yang terjadi dengn sistem lainnya dan bisnis secara

keseluruhan;
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» Membuat Diagram Dekomposisi Fungsional (Functional Decomposition
Diagram) yang menunjukkan pemecahan sistem ke dalam fungsi-

fungsinya;

e Membuat Diagram Primitif Fungsional (Functional Primitive Diagram),
dengan menambahkan detai! dari setiap kejadian dalam sistem. DFD
digambarkan secara bertingkat mulai dari DFD level 0, level I, dan

seterusnya.

¢ Membuat Spesifikasi Proses (Process Spesification) untuk mendukung
Diagram Primitif Fungsional agar dapat lebih menggambarkan logika yang

terdapat dalam proses.

» Membuat Tabel Keputusan (Decisior Table) yang sangat membantu dalam
memahami spesifikasi proses yang cukup rumit berkaitan dengan tindakan
yang harus dilakukan sistem terhadap beberapa kondisi yang ada scsuai

dengan kebijakan (policy) yang telah ditetapkan.
[1.2.2, Perancangan Sistem

Menurut Whitten (2007), perarican_gan sistem didefinisikan sebagai teknik
problem-solving merakit kembali potongan-potongan yang tclah didekomposisi
pada saat analisis sistem menjadi sebuah sistem yang lengkap dan telah
terperbaiki. Oleh karena itu, perancangan sistem dimulai setelah analisis sistem
selesai. Mulai saat itu, titik berat perhatian adalah pada masalah teknis sistem

setelah sebelumnya lebih dititikberatkan pada masalah bisnisnya.
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[1.2.2.1. Perancangan Arsitektur Aplikasi

Pada perancangan arsitektur aplikasi, didefinisikan teknologi-teknologi
yang harus digunakan untuk mengimplementasikan sistem informasi. Arsitektur
aplikasi merupakan cetak biru untuk mengomunikasikan keputusan-keputusan
rancangan seperti: sentralisasi atau distribusi, distribusi data yang disimpan, dan

teknologi yang harus digunakan untuk implementasi interface dengan pengguna.

Pada perancangan arsitektur aplikasi digunakan suatu model proses yang
telah direvisi dari logical model menjadi physical model, yaitu dari DFD menjadi
physical DFD yang dapat mengomunikasikan pilihan teknis dan keputusan
rancangan lainnya yang secara aktual akan mengonstruksi dan
mengimplementasikan sistem. Dengan adanya perubahan dari logical menjadi
physical, maka notasi lpada simbol-simbolnya pun t-erdapal revisi berupa
penambahan, yaitu sebagaimana disajikan pada Gambar 1.8, Gambar IL.9,

Gambar 11.10, dan Gambar 11.11.

* Simbol Proses Fisik:

| |
|—— o
| | g
! Terima ] atau i Terima :
| Pengaduan Pengaduan
|| PETUGAS
|_rETuGas | =

Gane & Sarson Yourdon / DeMarco

Gambar 11.8 Simbol Proses Fisik
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¢ Simbol Arus Data Fisik:

WIN2000 GUI :

Pengaduan

Gambar [1.9 Simbol Arus Data Fisik

» Simbol Agen Ekternal Fisik:

Gambar 11.10 Simbol Agen Eksternal Fisik

» Simbol Penyimpanan Data Fisik :

I : :
1 | MSACCESS TABLE:

}_ ] DS PENGADUAN DS Pengaduan
Moaead 00 TEESSTaT -
Gane & Sarson Yourdon / DeMarco

Gambar I1.11 Simbol Penyimpanan Data Tisik
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Proses fisik sebagai suatu prosesor dapat berupa sebuah komputer atau
orang atau devices dalam suatu network, atau implementasi teknis dari pekerjaan

spesifik yang harus dilakukan, seperti program komputer atau proses manual.

Setiap logical process mensyaratkan suatu implementasi dari satu atau
lebih physical processes untuk mendefinisikan aspek apakah dikerjakan oleh
orang atau komputer, aspek implementasi oleh teknologi yang berbeda, untuk
menunjukkan implementasi jamak ur'ltuk‘ suatu proses yang sama, dan untuk

menambahkan proses-proses pengecualian atau pengendalian interen.
11.2.2.2. Perancangan Database

Pada perancangan database sistem, mulai digambarkan skema database-
nya setelah dilakukan perancangan konseptual dan logis pada saat analisis

sistem.

Selengkapnya, perancangan database adalah sebagai berikut :
1. Perancangan secara konseptual, meliputi : Diagram konteks, DFD, model ER.
2. Perancangan secara logis berupa translasi model £R ke Model Relasional.

3. Perancangan secara fisik, berupa skema database, penciptaan database, relasi,

dan hal-hal terkait ke dalam bentuk fisik

[1.2.2.3. Perancangan /nierface

DFD yang telah dibuat sebelumnya, baik yang logical maupun physical,
akan digunakan untuk mengetahui bagaimana tiap objek data yang mengalir

dalam sistem ditransformasikan. Setiap proses transformasi pada DFD akan
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dipetakan menjadi modul-modul. Maka tiap objek data yang mengalir masuk
dan keluar dari tiap transformasi DFD akan diikutsertakan dalam desain

interface bagi modul yang berkaitan dengan proses transformasi tersebut.

Dengan melakukan evaluasi terhadap tiap agen eksternal yang terdapat
pada DFD, spesifikasi data dan kontrol yang diperlukan untuk tiap agen
eksternal akan dianalisa dan dibuat desain interfacenya. Desain inferface
eksternal ini akan bertugas melindungi sistem dari kesalahan pemasukan data
dan kesalahan kontrol terhadap data dengan mempertimbangkan proses validasi
data dan algoritma penanganan error antar tiap modul sehingga sistem memiliki
ketahanan terhadap kesalahan pemasukan data yang mungkin terjadi karena

kesalahan pengoperasian oleh pengguna.

Pada desain inferface ini, perlu dibuat matriks hubungan antara interface

dengan daia sfore maupun matriks hubungan antara inferface dengan prosesnya.
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BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

IIL.1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian karya akhir ini adalah pengelolaan audit investigasi pada
Inspektorat Bidang Investigasi yang merupakan suatu instansi pemerintah Negara

Kesatuan Republik Indonesia setingkat eselon {I di Departemen Keuangan.
I1I.1.1. Sejarah Inspektorat Bidang Investigasi

Inspektorat Bidang Investigasi_(IBI) adalah unit eselon I di lingkungan
Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Mentert Keuangan (KMK) Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni
2004 sebagai tindakan proaktif dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi
di lingkungan Departemen Keuangan. Terbukti beberapa bulan kemudian, baru
diinstruksikan oleh Presiden berkaitan dengan percepatan pemberantasan korupsi
di Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004. Oleh karena itu, bepartemen Keuangan
menjadi salah satu departemen yang siap melaksanakan instruksi tersebut
sehingga kemudian dipilih sebagai departemen pelopor yang layak untuk

dilakukan reformasi birokrasi.
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Para auditor dan staf tata usaha IBI direkrut dengan suatu rekrutmen yang
profesional melalui suatu seleksi yang ketat berupa tes potensi akademik (TPA),

psychotest, wawancara, dan bahkan poligraph fest (menggunakan lie defector).
[T1.1.2. Visi, Misi, dan Strategi

Visi Inspektorat Bidang Investigasi adalah “menjadi unit unggulan
Inspekiorat Jenderal Departemen Keuangan yang profesional dan bertaraf
internasional dalam pelaksanaan investigasi untuk mewujudkan kepemerintahan

yang baik (good governance) dan bebas kélus:', korupsi, dan nepotisme (KKN)”.
Misi Inspektorat Bidang Investigasi yaitu :

1. Melaksanakan kegiatan investigasi terhadap dugaan penyimpangan dan

penyalahgunaan wewenang unsur Departemen Keuangan;

2. Melakukan kajian dan analisis terhadap kebijakan, peraluran perundangan,
dan kegiatan operasional yang berpotensi menimbulkan penyimpangan
{(fraud) serta penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan tugas dan fungsi

unsur Departemen Keuangan;

3. Mengumpulkan/menampung, menganalisis, dan menyiapkan tindakan
investigatif atas pengaduan masyarakat dan informasi lainnya berkaitan
dengan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas tugas dan fungsi
unsur Departemen Keuangan.

Mengingat untuk dapat melaksanakan tugasnya dibutuhkan kerja sama

dengan semua pihak seperti masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
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MIL.1.3.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), dan auditan, dengan tetap mempertimbangkan independensi
dalam pelaksanaan tugas, maka strategi Inspektorat Bidang Investigasi adalah
Strategi Kolaborasi. Implementasi strategi tersebut adalah dengan dilakukannya
penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan pihak-pihak terkait, seperti

KPK, PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lainnya,
Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 1444 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 Inspektorat Bidang Investigasi
mempunyai fugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan,
melaksanakan kegiatan investigasi berdasarkan kebijakan dan aturan hukum yang
berlaku atas dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang
berkaitan dengan tugas dan fungsi unsur Departemen, serta penyusunan laporan

hasil pengawasan.

Pasal 1445-nya mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1444, Inspektorat Bidang Investigasi menyelenggarakan

fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan, perencanaan, dan pengawasan review dan
investigasi pada pelaksanaan tugas unsur Departemen, serta koordinasi dan

sosialisasi aspek pengawasan,
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b.pelaksanaan investigasi terhadap kebenaran, efisiensi, dan /atau efektivitas
pelaksanaan tugas; pengaduan; penyimpangan dan penyaiahgunaan wewenang

yang dilakukan oleh unsur Departemen;

c. pelaksanaan analisis pengaduan; penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang
yang dilakukan oleh unsur Departemen; serta menindaklanjuti hasil audit

Inspektur Bidang yang diterima Inspektorat Bidang Investigasi;

d.pelaksanaan peran Compliance Office untuk Good Governance dan Risk
Management serta mendorong penérap‘an Sistem Pengendalian Intern unsur

Departemen;
e. penyampaian kegiatan intelijen dalam rangka kegiatan audit investigasi;
f. pemberian keterangan ahli di persidangan;

g.pelaksanaan peran serta dalam rangka pemberantasan kejahatan internasional

yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Departemen;
h. pelaksanaan urusan ketatansahaan dan kerumahtanggaan.
[1I.1.4. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi Inspektorat Bidang Investigasi adalah sebagaimana

disajikan dalam Gambar II1.1.
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STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT BIDANG INVESTIGAS

Gambar I11.1. Struktur Organisasi Inspektorat Bidang investigasi
IL.1.5. Istilah-istilah dalam Audit Investigasi |

Sebagai unit yang khusus menangani pengelolaan audit investigasi,
Inspektorat Bidang Investigasi memiliki istilah-istilah yang dipergunakan dalam
audit investigasi yang perlu dijelaskan maksudnya agar terdapat kescpaharﬁan

dalam memahaminya.

Berikut ini adalah maksud dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam

pengelolaan audit investigasi.

o Pengaduan adalah informasi yang dibérikan oleh pihak eksternal kepada IB!

mengenai adanya misconduct ataupun fraud di lingkungan Departemen
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Keuangan, baik secara langsung (berkunjung ke kantor IBl maupun melalui

telepon) ataupun secara tidak langsung (melalui surat ataupun faximile) ;
Pengaduan yang diterima dapat melalui beberapa sumber:

Pengadu datang langsung;

C

o]

Telepon;

o Surat;

o Fax;

o

Aplikasi Email Sinergi (Melalui situs www.itjen.depkeu.go.id);

E-mail; dan

O

o Media masa.

Pcengaduan serius (PS) adalah surat pengaduan yang dianggap layak untuk
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh investigator. Surat pengaduan serius

harus memenuhi salah satu atau lebih aspek-aspek sébagai berikut:

1) Surat pengaduan menyangkut PNS atau CPNS di lingkungan Departemen

Keuangan;

2) Surat pengaduan menyangkut tugas pokok atau fungsi Departemen

Keuangan;

3) Mengandung unsur pelanggaran hukum atau kode etik;
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4} Bobot pengaduan cukup material/potensial;
5} Keterkaitan pengaduan dengan tugas terlapor
6) Layak untuk ditindak ianjuti dengan pemeriksaan khusus/investigasi.

Pengaduan tidak serius (PTS) adalah surat pengaduan yang tidak
mengandung unsur pelanggaran hukum atau kode etik atau yang tidak cukup
material untuk ditindak lanjuti, untuk itu tindak lanjutnya diserahkan kepada

unit eselon 1 terkait.

Pengaduan yang tidak layak ditindaklanjuti (PTL) adalah pengaduan yang
sumir dan tidak jelas obyek atau orang yang diadukan maupun jenis

pelanggarannya.

Pengadu (P) adalah pihak eksternal yang memberikan informasi mengenai
adanya misconduct ataupun fraud di lingkungan Departemen Keuangan, baik
secara langsung (berkunjung ke kantor IBI maupun melatui telepon) ataupun

secara tidak langsung (melalui surat ataupun faximile) ;

Petugas Pencrima Pengaduan (P3) adalah staf IB] yané bertugas menerima
informasi mengenai adanya misconduct ataupun fraud di lingkungan
Departemen Keuangan, baik secara langsung (berkunjung ke kantor IBI
maupun melalui telepon) ataupun se-cara tidak Iangﬁung (melalui surat ataupun

faximile) ;
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» Disposisi Inspektur (DI) adalah-perintah yang diberikan oleh Inspektur
kepada Auditor IBI atau kepada Kasubbag Tata Usaha atas informasi yang
diterima oleh IBI baik berupa pengaduan dari pihak eksternal maupun nota
dinas/surat dari unit-unit di lingkungan Departemen Keuangan. Disposisi

Inspektur dapat berupa:
o Disposisi Inspektur yang bersifat Khusus (DIKH) bila terkait pengaduan ;

o Disposisi Inspektur atas Surat Masuk (DISM) bila terkait nota dinas/surat

bukan pengaduan;

o Disposisi Inspektur atas Informasi Lain-lain (DIL) bila informast yang
diterima tidak dapat dikatagorikan sebagai pengaduan atau nota
dinas/surat, misalnya berita dari surat kabar tentang unit Departel:nen
Keuangan yang merupakan current issues. Informasi lain-lain imi dapat
diterima dari eksternal maupun internal, misalnya dari Aunditor IBI sendiri

yang menelaah dari berita-berita koran.

o Disposisi Inspektur Khusus (DIKH)_ adalah perintah yang diberikan oleh
Inspektur kepada Auditor I1BI terhadap suatu pengaduan untuk ditakukan kajian
atau perintah yang diberikan Inspektur kepada Kasubbag Tata Usaha bahwa
pengaduan tersebut hanya disimpan karena sumir atau tidak relevan dengan
tugas dan fungsi IBI atau pengaduan tersebut diteruskan kepada unit eselon |
Departemen Keuangan bila terdapat penyelesaian oleh unit yang bersangkutan

akan lebih efektif dibandingkan bila ditangani oleh IBI; .
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Kajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Auditor IB! terhadap pengad-uan
ataupun current issues yang telah didisposisi oleh Inspektur kepada Auditor
IBI. Kajian dilakukan dengan memastikan kelengkapan informasi yang
diterima serta memberikan pendapat apakah terhadap pengaduan tersebut layak
untuk dilakukan audit investigasi atau memerilukan tindakan lainnya terlebih
dahulu seperti kegiatan intelijen, atau ditunda sampai masuknya informasi
lainnya yang mendukung, atau diputuskan bahwa pengaduan tersebut sumir

sehingga tidak layak untuk dilakukan tindakan apapun;
Inspektur adalah Inspektur Bidang Investigasi

Audit Investigasi (AI) adalah serangkaian tindakan untuk mencari,
menemukan, dan mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu
membuat tcrang dan jelas tentang suatu perbuatan dan pelakunya guna

dilakukan tindakan hukum selanjutnya;

Kegiatan Intelijen (KI) adalah serangkaian tindakan mencari, menemukan,
dan mengumpulkan informasi untuk memastikan apakah suatiu pengaduan yang

diterima oleh IBI layak untuk dilakukan audit investigasi;

Auditor IBI adalah pejabat fungsional auditor yang baik yang berperan

sebagai pengendali teknis, ketua tim, maupun anggota tim

Ketua Tim Investigasi (KTI) adalah pejabat™ fungsional auditor yang

diperankan untuk mengetuai suatu tim investigasi.
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Anggota Tim Investigasi (ATI) adalah pejabat fungsional auditor yang

diperankan menjadi anggota suatu tim investigasi.

Laporan Hasil Audit Investigasi (LHI) adalah laporan yang dibuat oleh tim
audit investigasi atas hasil audit investigasi yang telah diperoleh. LH! berisi
uraian fakta-fakta yang didapatkan atas pengaduan yang diaudit investigasi,
kesimpulannya, rekomendasi/saran untuk ditindaklanjuti pimpinan unit eselon
| terkait. LH1 kemudian ditandatangani oleh Inspektur kemudian dilaporkan
kepada Menteri Keuangan dan pimpinan unit eselon [ terkait dengan

dilengkapi Surat Hasil Audit Investigasi (SHI);

Surat Hasil Audit Investigasi (SHI) adalah surat Inspektur Jenderal yang
berisi summary dari LHI yang dikirimkan kepada Menteri Keuangan dan

pimpinan unit eselon | terkait bersama-sama dengan LHI;

Tindak Lanjut (TL) adalah tindakan yang dilakukan oleh pimpinan unit
eselon I sehubungan dengan rekomendasi/saran yang diberikan oleh IBI dalam

LHI;

Monitoring Tindak Lanjut (MTL).adalah proses pemantauvan oleh IBI
terhadap perkembangan tindak lanjut yang dilakukan oleh pimpinan unit eselon

I;

Petugas Pemantau Tindak Lanjut (PPTL) adalah staf Subbag TU yang

ditugaskan memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh auditan.
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¢ Kelompok Investigasi adalah kelompok pejabat fungsional auditor yang
lerdiri dari koordinator kclompok investigasi dan pejabat fungsional auditor

lainnya. IBI memiliki 4 {(empat) kelompok investigasi.

» Koordinator Kelompok Investigasi (KKI) adalah pejabal fungsional auditor
ahli madya yang membantu Inspektur Bidang Investigasi dalam menangani
penugasan investigasi. [nspektur Bidang Investigasi membawahi 4 (empat)

KKIL
11.1.6. Prosedur Pengelolaan Audit Investigasi
Terdapat beberapa prosedur pengelolaan audit investigasi, yaitu:
1. Prosedur Penyiapan Rencana, Kebijakan, dan Program Pengawasan

Dalam menyiapkan rencana, kebijakan, dan program pengawasan, IB]

menerapkan prosedur sebagai berikut:

1) Inspektur Bidang Investigasi memberikan arahan kepada Koordinator
Kelompok Investigasi 4 sehubungan dengan rencana, kebijakan, dan

program pengawasan.

2) KKI 4 berdasar arahan dari Inspektur, hasil rapat kerja pengawasan, dan
masukan dari pihak-pihak terkait mengkoordinasikan penyusunan konsep

kebijakan, rencana dan program kerja tahun yang bersangkutan.

3) Komnsep digjukan kepada Inspektur Bidang Investigasi untuk dilakukan

pembahasan bersama dengan para KKI/Pengendali Teknis dari Inspektorat
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4)

5)

6)

7

Bidang Investigasi serta melibatkan pihak terkait seperti: inspektur bidang

lain dan atau sekretariat.

Inspektur menetapkan konsep yang telah dibahas tersebut dan meneruskan
kepada Inspektur Jenderal untuk disatukan dengan Rencana, Kebijakan, dan

Program Kerja Inspektorat Jenderal.

Secara berkala (triwulanan atau semesteran) KK! 4 melakukan pengecekan
kesesuaian antara realisasi program kerja dengan rencana kerja yang dibantu

oleh Subbag TU dan Auditor yang lain.

Hasil pengecekan tersebut disampaikan kepada Inspektur Bidang Investigasi

untuk mendapatkan keputusan tindak lanjutnya.

Berdasarkan keputusan tindak lanjut Inspektur Bidang Investigasi, KKI 4
melakukan usulan penyempurnaan atas rencana dan program kerja yang

akan berjalan.

. Prosedur Penanganan Pengaduan

Surat pengaduan masyarakat dikategorikan sebagai surat rahasia, sehingga

dalam pengelolaan administrasinya sifat rahasia tersebul harus mendapat

perhatian.

Untuk pengaduan melalui pengaduan langsung dan telepon, penerima

pengaduan harus merekam pembicaraan langsung/telepon dengan media yang

ada dan mentranskripnya.
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Pengaduan dikelompokkan sebagai berikut:

. Pengaduan yang serius (PS)

2. Pengaduan yang tidak serius (PTS)

3. Pengaduan yang tidak layak ditindaklanjuti (PTL)
Tugas penanganan pengaduan meliputi: -

e menerima pengaduan melalui saluran pengaduan;
* menilai kelengkapan dan materi pengaduan;

e mendistribusikan pengaduan pada KKI,

e dan menganalisis/mengkaji pengaduan;

= memberikan pertimbangan pada Inspgktur;

e tindak lanjut hasil pengaduan.

Dalam menangani pengaduan, IB] menerapkan prosedur pcnanganan sebagai

berikut:

1) Petugas Penerima Pengaduan (P3) menerima pengaduan lewat saluran yang

ada;

2} P3 mengadministrasikan surat pengaduan ke dalam aplikasi SIPIBI;
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3

4)

3)

6)

7)

8)

%)

P3 mencetak lembar DIKH dan melekatkannya pada berkas pengaduan

yang ada;

Setelah itu, P3 segera menyampaikan berkas pengaduan (termasuk transkrip
dan bukti pembicaraan telepon) bersama lembar DIKH kepada Inspektur

Bidang Investigasi;

Inspektur Bidang Investigasi memberikan disposisi pada lembar DIKH

sebagai tindak lanjut atas pengaduan yang diterima;

Inspektur Bidang Investigasi memberikan kepada P3 berkas yang telah

dilengkapi dengan disposisi kepada P3;

P3 mengadministrasikan disposisi pada lembar DIKH ke dalam aplikasi

SIPIBI dan meneruskan berkas pengaduan kepada Kasubbag TU;

Kasubbag TU memberikan catatan pada lembar DIKI untuk ditindaklanjuti

oleh staf subbag TU,

Staf subbag TU melaksanakan instruksi berdasarkan catatan pada lembar
DIKH (di antaranya mengirimkan berkas kepada Koordinator Kelompok

Investigasi atan Auditor terkait).’

[10) Koordinator Kelompok Investigasi (KKI} atau Auditor terkait melakukan

pendalaman berkas, menambahkan bukti dan informasi lain, melakukan
kajian, serta melakukan presentasi (bila dianggap perlu} kepada seluruh

investigator mengenai pengaduan yang diterima dan tindak lanjut yang
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akan dilakukan. Pada bagian ini perlu dilakukan kajian hukum secara
minor untuk memberikan masukan kepada Tim Investigasi yang akan
bertugas. Hasil kajian dan presentasi dapat berupa: perlu dilakukan

investigasi atau sebagai bahan pendukung kegiatan intelijen;

11) KKI  menyiapkan Nota Dinas Pengantar Kajian (NDPK} dan
menyampaikan kepada Inspektur Bidang Investigasi melalui staf Subbag

TU;

Apabila berdasar kajian dan presentasi tersebut telah cukup bukti untuk
dilakukan investigasi, maka sambil menunggu persetujuan dari Inspektur,
Koordinator Kelompok Investigasi terkait menyiapkan konsep Nota Di‘nas
Pembentukan Tim [nvestigasi (ND-PTI) disertai dengan klasifikasi bobot
tiap kasus. Pada bagian ini KKI yang bertindak sebagai Pengendali Teknis

tim terkait sekaligus menyiapkan Program Investigasi (Investigation Plan).

12) Staf Subbag TU mengadminiétras_ikan ND-PK ke dalam SIPIBI dan

memberikan nomor NDPK.

13) Stal Subbag TU mencetak DIL dan melekatkannya bersama ND-PK lalu

menyampaikan kepada nspektur.

14) Inspektur memberikan menuliskan kata setujuftidak setuju audit investigasi
pada kotak persetujuan yang terdapat pada LHK kemudian menyerahkan

kepada staf Subbag TU.
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15) Staf Subbag TU menyampaikan informasi kepada KKI terkait bahwa

Inspektur setuju/tidak setuju dengan rekomendasi untuk melakukan audit.

16) Bila disetujui, KKI menyampaikan konsep ND-PTI bersama [nvestigation

Plan dengan kepada Inspektur melalui staf Subbag TU.

t7) Inspektur menandatangani konsep ND-PTI atau melakukan perbaikan bila

dibutuhkan dan menyerahkan kepada staf Subbag TU.

18) (Bila perlu perbaikan) staf Subbag TU memperbaiki konsep ND-PTI dan

menyerahkan kembali untuk ditandatangani oleh Inspektur.

19} Staf Subbag TU mengadministrasikan konsep ND-PTI ke dalam SIPIBI dan

memberikan nomor.
20) Staf Subbag TU menyiapkan konsep Surat Tugas (ST).

21) Staf Subbag TU mengirimkan konsep ST bersama dengan ND-PTI kepada

Inspektur Jenderal.
22) (Bila menyetujui) Inspektur Jenderal menandatangani konsep ST tersebut.

23) ST yang telah ditandatangani kemudian diproses lebih lanjut di seksi TU
Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal kemudian didistribusikan

kembali kepada IBI.
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3. Prosedur Pelaksanaan Audit Investigasi

1)

2)

3)

4)

Tim Investigast menerima ST kemudian melakukan persiapan audit

investigasi.

Pengendali Teknis (PT) mengarahkan tim investigasi bagaimana melakukan
audit investigasi berlandaskan Investigation Plan dan memberikan
petunjuk-petunjuk alternatif-alternatif yang dapat ditempuh oleh tim

investigasi bila terdapat kondisi-kondisi yang kufang memungkinkan.

Ketua Tim Investigasi (KTI) membagi tugas-tugas yang terdapat dalam

Investigation Plan kepada anggota tim investigasi (ATI).
ATI melaksanakan tugas yang terdapat dalam Investigation Plan, seperti :
a. Memastikan adanya prosedur yang dilanggar;

b. Memeriksa dokumen-dokumen terkait pelanggaran prosedur tersebut

termasuk keastian dokumen dan keabsahannya;

c. Memastikan pihak-pihak yang diindikasikan bertanggung jawab atas

terjadinya pelanggaran prosedur;

d. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diindikasikan
bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran prdsedur dan

menuangkannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP);
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3)

6)

7)

8)

e. Melakukan wawancara atau konfirmasi terhadap pihak-pihak ketiga
yang terkait, seperti pihak bank, wajib pajak, bendaharawan, ekportir,

importir, rekanan, peserta lelang, dan lain-lain;
f. Mendapatkan pendapat ah[i:’ﬁakar terkait bukti-bukti yang diperoleh;
g. Membuat simpulan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
h. Membuat kertas kerja audit (KKA) investigasi;

KTI memantau pelaksanaan /nvestigation Plan oleh ATI dengan mereviu

KKA Investigasi.

PT melakukan supervisi terhadap pelaksanaan audit investigasi oleh tim

investigasi.

(Bila pelaksanaan. Investigation Plan belum dapat memberikan bukti-bukti
yang cukup untuk mengambil simpulan audit investigasi} PT dan atau KTI
memberikan arahan dan petunjuk dengan memberikan tambahan langkah-

langkah audit investigasi yang dibutuhkan.

ATI melaksanakén langkah-langkah audit investigasi tambahan yang
diperlukan dan melaporkannya kepada KTI melalui KKA Investigasi

tambahan yang dibuatnya.
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4, Prosedur Pelaporan Audit Investigasi

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

Setelah bukti-bukti yang diperlukan telah mencukupi (bila penyimpangan
terbukti) atau tidak terdapat bukti-bukti yang cukup (bila penyimpangan
memang tidak terbukti), KTI menyusun draft LHI dengan menambahkan
rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh instansi Departemen Keuangan

terkait, kemudian menyerahkan kepada PT.

PT melakukan reviu draft LHI termasuk reviu rekomendasi yang perlu
ditindaklanjuti oleh instansi Departemen Keuangan terkait dan menyusun

SHI, kemudian meneruskannya kepada Inspekiur melalui staf Subbag TU.
Inspektur melakukan reviu draff LHI dan SHI.

(Bila masih diperfukan perbaikan) Inspektur mengembalikan draff LHI dan
SHI kepada PT disertai catatan hal-hal yang perlu diperbaiki. PT
melakukan perbaikan yang diminta dan menyerahkan kembali hasil

perbaikan tersebut kepada Inspektur.

Inspektur menandatangani LH! dan memaraf drafi SHI, kemudian
meneruskan kepada staf Subbag TU untuk dikirimkan kepada Inspektur

Jenderal.

Staf Subbag TU memberi nomor dan tanggal LHI. Kemudian mengirimkan

draft SHI kepada Inspektur Jenderal.

Inspektur Jenderal mereviu draft SHI.
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5.

8)

&)

(Bila masih diperlukan perbaikan) Inspektur Jenderal mengembalikan draff
SHI kepada Inspektur disertai catatan hal-hal yang perlu diperbaiki.
Inspektu melakukan perbaikan yang diminta dan menyerahkan kembali

hasil perbaikan tersebut kepada Inspektur.

Inspektur Jenderal menandatangani. SHI dan meneruskan kepada Subbag

TU Bagian Umum.

10) Subbag TU Bagian Umum memberikan nomor dan tanggal SHI kemudian

mendistrbusikan SHI dan LHI kepada pihak-pihak pengguna laporan
tersebut, termasuk satu set didistribusikan untuk menjadi arsip di

Inspektorat Bidang Investigasi.

Prosedur Tindak Lanjut Audit Investigasi

1)

2)

3)

Setelah LHI ditandatangani, staf Subbag TU memasukkan data-data LHI
(temuan, kerugian negara, rekomendasi dan lain-lain) ke dalam Sistem

Monitoring Tindak Lanjut.

Staf Subbag TU menerima surat-surat dari instansi Departemen Keuangan
yang terkait dengan tindak lanjut dan meng-update database tindak lanjut

tersebut.

Sétiap bulan sekali, staf Subbag TU mencetak rekomendasi-rekomendast
yang belum ditindaklanjuti, kemudian menyiapkan konsep surat kepada

instansi-instansi terkait kemudian menyerahkan kepada Kasubbag TU.
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4)

3)

6)

7)

8)

N

Kasubbag TU mereviu konsep surat tersebut dan memaraf kemudian

meneruskannya kepada Inspektur.

Inspektur mereviu konsep surat tersebut dan menandatanganinya lalu

menyerahkan kepada staf Subbag TU untuk dikirimkan.

Staf Subbag TU memberikan nomor dan tanggal surat tersebut kemudian
mengirimkan kepada Subbag TU Bagian Umum untuk dikirimkan kepada

alamat surat terkait.

Setiap 4 (empat) bulan sekali, staf Subbag TU menyiapkan konsep surat
tugas monitoring tindak lanjut kemudian menyerahkan kepada Kasubbag

TU.

Kasubbag TU mereviu konsep surat tugas tersebut dan memaraf, kemudian

menyerahkan kepada Inspektur.

Inspektur mereviu konsep surat tugas tersebut dan menandatangani.

10) Petugas monitoring tindak lanjut melakukan tindak lanjut dengan

berkunjung ke instansi pemantaw tindak lanjut LHI terkait.

11) Hasil monitoring tindak lanjut dijadikan bahan untuk meng-updare

database tindak lanjut.
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II1.1.7. Existing Systems pada Inspektorat Bidang Investigasi

Pada Inspektorat Bidang Investigasi terdapat existing systems maupun files, di

antaranya sebagai berikut:

1.

Sistem Informasi Persuratan Inspektorat Bidang Investigasi (SIPIBI), yaitu
sistemn informasi yang mengadministrasikan surat-surat yang masuk, termasuk
pengaduan, dan juga surat-surat keluar {(menyediakan nomor surat). SIPIB!
menggunakan Ms Access. SIPIBI ini digunakan mulai awal tahun 2006,

sedangkan sebelumnya menggunakan aplikasi spreadsheet Ms Excel.

Tindak Lanjut Audit Investigasi, yaitu untuk mengadministrasikan tindak
lanjut yang telah dilakukan Auditan atas rekomendasi yang terdapat dalam
Laporan Hasil Audit. Tindak lanjut ini dientri dalam aplikasi spreadsheet Ms
Excel, yang kemudian dibuat /ink dengan Ms Access. Kemudian dibuat guery-
query sesuai kebutuhan, dan report-nya ditampilkan dengan aplikasi report

Crystal Report.

Realisasi Surat Tugas, yaitu untuk mengadministrasikan surat tugas audit
investigasi yang telah diterbitkan yang dibunat dalam bentuk aplikasi

spreadsheet Ms Excel.

Realisasi Penugasan yang Belum Terbit LHI-nya, yaitu untuk
mengadministrasikan penugasan yang belum terbit LHI-nya yang dibuat

dalam bentuk aplikasi spreadsheet Ms Excel.
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5. Data Laporan Triwulan, yaitu sununary data untuk mendukung Laporan

Triwulan.

Selain hal tersebut di atas, terdapat Aplikasi Wasnal (Pengawasan Fungsional) di

level Inspektorat Jenderal yang mengadministrasikan isi LHI ke dalam database.

Aplikasi ini menggunakan Ms Access yang ditangani oleh Bagian Analisis Hasil

Pengawasan (AHP) II Sekretariat Inspektorat Jenderal.

111.1.8. Kasus-kasus yang Ditangani oleh Inspektorat Bidang lnvestigasi

Pengaduan yang diterima oleh Inspektorat Bidang Investigasi adalah sebagai

berikut:

1. Tahun 2005 : 200 pengaduan

2. Tahun 2006 : 223 pengaduan

3. Tahun 2007 : 166 pengaduan

Jumlah

: 589 pengaduan

Dari pengaduan yang setelah dilakukan pengkajian disimpulkan layak untuk

dilakukan audit investigasi, menghasilkan rekomendasi baik yang bersifat

finansial maupun yang non finansial (hukuman disiplin) sebagaimana Tabel LiI.1

berikut:
Tabel ITI.1 Hasil Audit Investigasi
Tahun  bdmih LHAI Kerugfan Negara |Kewajiban Penyetoran Fekomendasi H_ukuman
Terungkap ke Kas Negara Beral | Sedang | Ringan | Jumlah

2005 a3 36.548.420.162 30.088.420.162 41 36 44 121
2006 38 204.887.928.261 8§1.128.000.155 a8 34 31 104
2007 34 40.710.522.103 2.728.716.713 43 19 23 a5

Jih 282.146.870.526 113.955.137.030 123 89 98 310
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Tabel I11.2 berikut;

Tabel I11.2 Tindak Lanjut Hasil Investigasi

Tindak lanjut atas rekomendasi yang terdapat dalam LH! adalah sebagaimana

Tahun Penyetoran ke Kas Pengenaan Hukuman Disiplin

't-;'al Negara {Rp) Beral | Sedang | Ringan Jmih

2005 10.652.522.000 34 29 35 98

2006 3.635.352.010 29 16 25 70

2007 443.549.326 2 1 2 5
Jlh 14.731.423.336 65 46 62 173

Dari data-data di atas, dapal diketahui bahwa Inspcktoral Bidang Investigasi
mcngelola dala-dala dari tahun 2005. Adapun data-data sebelum tahun 2005
berupa pemcriksaan khusus (yang mcmiliki sifal yang sama dengan investigasi
namun dikelola tidak terpusal karena mcnjadi lugas di masing-masing inspektoral

bidang lainnya) belum diintcgrasikan ke dalam IBI.

Kasus-kasus yang telah dilangani oleh Inspektorat Bidang Investigasi scjak tahun

2005, di antaranya:

1. Mark-up pengadaan barang, dengan kerugian negara terlinggi sebesar

Rp2.357.978.200,00.

2. Fiskus bertindak sebagai konsullan WP, dengan kerugian negara lertinggi

sebesar Rp706.372.193,00.

3. Reslilusi PPN  Fiktif, dengan kcrugian ncgara terlinggi sebesar

Rp16.781.412.5(0,00.
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4. Pemeriksaan PPNS belum optimal dalam menangani kelalaian petugas dalam
kasus gula dan beras impor illegal, dengan kerugian negara sebesar

Rp3.800.000.000,00.

5. Pelaksanaan lelang asset salah satu perusahaan yang dijaminkan tidak
memperhatikan arahan/kebijakan Menteri Keuangan, dengan kerugian negara

sebesar Rp3.600.000.000,00.

6. Rekayasa Dokumen  DIKS, dengan kerugian negara  sebesar

© Rp750.000.000,00.

7. Kelalaian dalam mengupdate database/peta digital, dengan kerugian negara

tertinggi sebesar Rp71.216.145.000,00.

8. Penylmpangan prosedur atau kelalaian dalam pelaksanaan prosedur, dengan

kerugian negara tertinggi sebesar Rp56.590.243.474,00).

9. Penerimaan suap oleh pejabat/pegawai, dengan kerugian negara tertinggi

sebesar Rp200.000.000,00.
10. Pelanggaran kode etik dan prosedur audit.

11. Keputusan pejabat yang berwenang yang tidak sesuai dengan ketentuan,

dengan kerugian negara tertinggi sebesar Rp5.700.000.000,00.

[11.2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian terapan yang berupa stodi kasus.
Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan terdiri darf

metode pengumpulan data dan metode analisis data.
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i11.2.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Observasi, yang dilakukan terhadap pelaksanaan aktivitas pengelolaan audit

investigasi pada Inspektorat Bidang Investigasi.

Wawancara, yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait dalam aktivitas

pengelolaan audit pada Inspektorat Bidang Investigasi.

Studi pustaka, yang dilakukan dengan mempelajari pustaka yang terkait

dengan landasan teori yang dibutuhkan dalam karya akhir ini.

Sedangkan jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri
dari: hasil observasi terhadap aktivitas dan wawancara dengan pihak-pihak
terkait, struktur organisasi, dokumen-dokumen, formulir-formulis, dan
laporan-laporan .yang digunakan pada pengelolaan audit investigasi, yaitu

anlara lain Laporan Hasil Investigasi, Surat Hasil Investigasi, dan lain-lain.

II1.2.2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

Framework for the Application of System Thinking (FAST) dengan pendekatan

Model-Driven Development.

Langkah-langkah yang penulis lakukan dengan mengacu pada metode

tersebut adalah sebagai berikut:
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1.

Pertama, mendapatkan pemahaman mengenai lingkup definisi dan masalah
yang ada dengan mempelajari Keputusan Mentert Keuangan nomor
302/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 maupun 302/KMK.01/2004 tanggal
23 Juni 2004 terutama maksud dan tujuan terbentuknya Inspektorat Bidang
Investigasi, serta mempelajari visi-misi, tugas, dan fungsinya, termasuk
mempelajari laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
Inspektorat Bidang Investigasi dan harapan stakeholder, seperti Menteri
Keuangan maupun masyarakat. Hasilnya, penanganan pengaduan maupun
pelaksanaan audit investigasi tersebut masih belum optimal karena belum
seluruh pencapaian kinerjanya sesuai dengan rencana kinerja tahunan maupun

harapan stakeholder.

Kedua, menganalisis masalah tersebut dengan melakukan observasi terhadap
penanganan pengaduan maupun pelaksanaan audit investigasi, seperti melihat
langsung penanganan yang selama ini terjadi, mempelajari struktur organisasi
yang ada, prosedur yang digunakan, sistem yang dipakai, database yang
digunakan, serta hasil-hasil pelaksanaan audit. Hasilnya, ditemukan adanya
kelemahan belum terintegrasinya sistem yang ada. Kemudian menggunakan
matriks Cause & Effect Analysis and System Improvements Objectives, dapat

dirumuskan tujuan-tujuan perbaikan sistem yang dapat dilakukan.

Ketiga, memahami kebutuhan bisnis dengan menggunakan pencarian fakta
(fact-finding) melalui mempelajari dokumentasi yang ada, formulir, laporan,

dan files, observasi sistem yang sedang berjalan, dan memverifikasi fakta-
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fakta yang ada. Selanjulnya penulis menggunakan use-case modelling untuk

menggambarkan kebutuhan bisnisnya.

Keempat, melakukan perancangan logis dengan menggunakan pemodelan
data logis (logical data model), yaitu menggunakan entitiy relationship
diagram (ERD) dan pemodelan proses logis, yaitu menggunakan data flow
diagram (DFD). Pemodelannya digambarkan dengan menggunakan simbol-

simbol yang dirancang oleh Yourdon/De Marco.

. Kclima, melakukan pcrancangan secara [isik, yailu mentranformasi logical
DFD menjadi physical DFD, logical ERD menjadi skema dafgbase yang lcbih
physical, dan merancang interface meliputi interface input dan interface
output dengan memperhatikan keterkaitannya dengan proses maupun data

store yang telah dirancang sebelumnya.
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BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

IV.1. ANALISIS SISTEM

Di dalam analisis sistcm dengan menggunakan FAST (erdapal bcberapa
fase, yaitu fase definisi lingkup, fase analisis masalah, fase analisis kebutuhan, fase
perancangan logis, dan fase analisis keputusan. Olch karena itu pada bab ini akan
dilakukan pemetaan terhadap pengelolaan audit invesligasi pada Inspektoral

Investigasi dengan menggunakan fase-fase tersebui.
IV.1.1. Fase Definisi Lingkup (Scope Definition Phase)

Lingkup sisiem yang akan dibangun adalah suatu sistem pengelolaan audit
invesligasi pada Inspekiorat Bidang Investigasi Inspeklorat Jenderal Deparlemen
Keuangan yang melipuli kegiatan dari penanganan pengaduan, pelaksanaan audit

invcstigasi, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjulnya.

Masalah yang ada pada sistem yang ada pada saal ini adalah belum
terintegrasinya pengelolaan audit investigasi dalam sualtu sistem informasi terpadu
schingga tcrdapal data-dala yang redundant {duplikasi) yang mcnyerap sumbcr

daya manusia dan sumber daya waktu yang lebih banyak.

Dengan adanya sistcm informasi terinlegrasi atas pengelolaan audit

investigasi, maka dimungkinkan kcbuluhan informasi ferkail pengelolaan audit
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investigasi lersebut akan dapat dilayani dengan cepat dan akurat sehingga dapat
memberikan kepuasan bagi stukeholder (pemegang kepentingan), seperti Menteri

Keuangan dan masyarakat luas.

Kebutuhan sistem informasi terintegrasi atas pengelolaan audit investigasi
dipicu oleh adanya kebutuhan percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana
diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember
2004. Untuk dapat mempercepal pemberantasan korupsi tersebut, dibutuhkan
sistem informasi yang mampu memberikan informasi secata cepat dan akurat
dalam pengelolaan audtt investigasi, baik informasi yang bersifat masukan dari
masyarakat (pengaduan) maupun informasi yang bersifat keluaran berupa hasil-

hasil audit investigasi beserta pemantauan tindak Ianjutnya.

Dengan berdasarkan pada hal-hal tersebut di afas, dapat disimpulkan
bahwa pembangunan suatu sistem informasi terintegrasi pengelolaan audit

investigasi merupakan kebutuhan yang layak untuk dijalankan.

Dengan memperhatikan ruang lingkup yang ada, sumber daya yang ada,
serta hal-hal lainnya, maka dapal dibuat rencana pembangunan informasi

pengelolaan audit investigasi sebagaimana disajikan dalam Tabel IV.1.
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Tabel [V.1 Rencana Pembangunan SIPAI

;1 Sistem Informasi Pengelolaan Audit Investiasi Inspeklorat
.| Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Departemen Kevangan

| 2| Sistem Informasi meliputi penanganan pengaduan, pelaksanaan
.| audit investigasi, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjul.

Outsourcing

;| Pengembangan sistem direncanakan dari bulan Januari  s.d.
/|| Desember 2009.

‘| Outsourcing

1V.1.2. Fase Analisis Masalah (Problemt Analysis Phase)

Pada [asc analisis masalah, kila mempclajari bentuk masalahnya,
menganalisis masalah dan pcluang yang ada, menyiapkan perbaikan sistem, dan

menyajikan pencmuan dan rekomendasi.

Masalah yang tcrdapat dalam sistem yang ada pada saal ini yaitu tidak
adanya intcgrasi data dari penanganan pengaduan, pelaksanaan audit, pelaporan,
dan pemantauan tindak lanjul schingga terdapal data yang rcdundant yang
menycrap sumber daya manusia dan sumber daya wakiu Icbih banyak. Hal
terscbut mengakibatkan kebutuhan informasi tidak dapat dilayani sccara cepal.
Lebih jauh matriks Problem Staiemments adalah sebagaimana disajikan dalam

Tabel iV.2.
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Tabel IV.2 Matriks Problem Statemients

| Urgency .

Vistbility

Priority

tugas kurang terukur

6 hulan Menengah 2 Pembuatan
balik penyclesaian disposisi. sistem baru
Penyelesaian suatu kasus yang tclah 6 bulan Mecnengah 2 Pembuatan
didisposisikan oleh Inspektur kurang sistem baru
tcrpantau.

Kesalitan mendapatkan informasi 3 bulan Tinggi ] Pembuatan
pengelolaan audit investigasi baik sistem baru
terkail penanganan kasus maupun

hasil tindak lanjut secara cepal.

Pengukuran kinerja penyelesaian 1 tahun Rendah 3 Pembualan

sistem baru

Permasalahan dan pcluang pada pengelolaan audit Investigasi pada

Inspcktorat Bidang Investigasi sebagaimana disajikan dalam malriks Problem

Statements perlu dipikirkan penycbab dan akibainya. Dari hasil analisis terkait

pcenyebab dan akibat dari masalah dan pelvang tersebut dihasitkan pemahaman

terhadap permasalahan dan peluang yang dapat dikemukakan dalam Tabel 1V.3.
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Tabel IV.3 Matriks Cause & Effect Analysis

Lambalnya arus disposisi dan arus balik

penyelesaian disposisi.

Hal terscbul disebabkan karena disposisi masih
manual helum menggunakan sistem komputer
sehingga pengambilan' keputusan terhadap sualu
kasus menjadi kurang cepat.

Penyclesaian suatu kasus yang telah
didisposisikan oleh Inspekiur kurang
terpantau.

Hal tersebut disebabkan karena antara disposisi
dan penyclesaiannya tidak dapal dibandingkan
karena tidak terkompulerisasi schingga terdapat
kasus yang lelah didisposisitkan namun tidak
dikelahui penyelesajannya.

Kesulitan mendapatkan inlormasi
pengelolaan audil invesligasi baik
terkait penanganan kasus maupun hasil
tindak lanjul secara cepat.

Hal tersebul disebabkan darabase belum
lerintegrasi sehingga informasi tidak dapat
dipenuhi tepal wakiu.

Pengukuran kinerja penyelesaian tugas
kurang terukur.

Hal tersebut disebabkan karena penyelesatan
tugas di masing-masing auditor tidak tercatat
lidak dapat  diketahui  wakin
penyclesalan tugasnya.

sehingga

Dari analisis terhadap penyebab dan akibat di atas kita dapat menentukan

tlujuan perbaikan sistemnya (system improvements objectives) sebagaimana dapat

disajikan dalam Tabel] 1V 4.
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Tabel IV 4

Matriks Cause & Effect Analysis and System Improvements Objectives

overignts Objectives :

= L

" P L

Lambatnya arus
disposisi dan arus balik

Hal lersebul disebabkan karena
disposisi masih manual belum

Mcnginlégrasikan
disposisi dalam

Sislem yang
dibangun harus

kasus yang telah
didisposisikan oleh
Inspektur kurang
lerpanlad.

aniara disposisi dan
penyelesaiannya lidak dapal
dibandingkan karcna tidak
terkomputerisast sehingga
terdapal kasus yang telah
didisposisikan namun lidak
diketahui penyclesaiannya.

database disposisi
dengan
penyelesaiannya.

penyelesaian disposisi. | menggunakan sistem kompuler | sebuah “paperless | kompatibel
sehingga pengambilan kepulusan | communication dengan
terhadap svatu kasus menjadi system”. Windows Xp.
kurang cepal.

Penyelesaian suatu Hal tersebut discbabkan karena Menpintegrasikan | Sistem yang

dibangun harus
kompatibel
dengan
reporting
software
Seagaic Crystal
Report.

Kcsulitan mendapalkan
informasi pengelolaan
audit invesligasi baik
lerkait penanganan
kasus maupun hasil
tindak lanjut secara
cepat.

Hal tersebut disebabkan
database belum lerinlegrasi
schingga inlormasi tidak dapal
dipenuhi tepat waklu.

Menginlegrasikan
databasc
pengaduan, hasil
audit investigasi,
dan tindak
lanjutnya.

Sistem yang
dibangun harus
kompatibel
dengan
reporting
saftware
Seagate Crysial
Report.

Pengukuran kinerja
penyelesaian tugas
kurang terukur

Hal terscbut disebabkan karena
penyelesaian tugas di masing-
masing auditor lidak lercala
schingga lidak dapal diketahui
wakiu penyelesaian lugasnya.

Mencatal dalam
log waklu audilor
mengirinikan nota
dinasflaporan
sccara elekironis,

Sislem yang
dibangun harus
selaras dengan
sSop
penyelesaian
lugas.

Dari telaahan mendalam terhadap prosedur dan dukungan teknis yang ada,

ditemukan adanya kelemahan yang cukup berupa belum terkomputerisasinya

sistem yang ada.
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IV.1.3. Fasc Analisis Kebutuhan (Regtiirement Analysis Phase)

Berdasarkan hasil dari pencarian fakta (fact-finding) dengan cara
mempelajari dari dokumentasi yang ada, formulir, laporan, dan files dan
dilanjutkan dengan melakukan observasi sistem yang sedang berjalan maka
pcenulis dapat meclakukan analisis kcbuluhan dengan menggunakan pcmodelan
use-case. Use-case ini akan digunakan untuk menangkap esensi masalah-masalah
bisnis pengelolaan audit investigasi pada Inspektorat Bidang Investigasi. Tahap-

tahap dalam pemodelan wse-case ini dapal diuraikan sebagai berikul:

1) Mengidenlifikasi pelaku bisnis.

Pada tahap ini, pelaku bisnis pada pengelolaan audil investigasi
diidentifikasi unluk membantu mcnyaring dan mendefinisikan lebih lanjut
lingkup dan batasan sistem.

Terdapal 8 (delapan) pelaku bisnis pada pengelolaan audit investigasi
pada Inspckiorat Bidang Investigasi, yailu : Pengadu, Petugas Penerima
Pcngaduan, -Auditor, Inspeklur, Inspektur Jenderal, Petugas Pemantau Tindak

Lanjut, Auditan, dan Kasubbag TU, yang pcnulis sajikan dalam Tabel IV.5.
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Tabel IV.5 Pelaku Bisnis pada Pengelolaan Audit Investigasi

3 Investigator/Audilor

4 Inspektur
5 Inspekiur Jenderal
6 Auditan

7 Petugas Pecmantau Tindak
Lanjus

8 Kasubbag TU

UF Pelaka”. . s ! Deskripsi :
1 Pengadu Fungsi menyampaikan pengaduan.
2 Petugas Pencrima Fungsi menganalisis kebenaran pengaduan yang
Pengaduan diterima.

Fungsi melakukan investigasi atas pengaduan yang
berdasarkan hasil analisis layak untuk
ditindaklanjuli.

Fungsi melakokan persetujuan investigasi.

Fungsi memberikan persefujuan rekomendasi.

Fungsi melakukan tindak lanjut atas hasil
investigasi.
Fungsi memantau lindak lanjut atas hasil
investigasi.

Fungsi mengadminisirasikan kegiatan pengelolaan
dudil investigasi.

2) Mengidentifikasi Use-Cases Kebutuhan Bisnis.

Pada lahap ini akan diamali bagaimana para pelaku bisnis berintcraksi

alau menggunakan sisiem pengelolaan audil investigasi yang ada pada

Inspektoral Bidang Investigasi. Untuk menganalisis para pelaku dan

mengidentifikasi use-case potensial beserta inpui dan outpus sistem serta pihak

cksternal yang terlibal dalam pengelolaan audit investigasi digunakan diagram

konteks use-case sebagaimana disajikan dalam Gambar IV.1.
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Gambar V.1 Diagram Konteks Use-Case

Dari diagram konteks tersebut dapat diidentifikasikan wuse-case yang
terdapat pada pengelolaan audit investigasi Inspektorat Bidang Investigasi

yang disajikan dalam Tabel I'V.6.
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Tabel IV.6 Daftar Use-case dalam Pengelolaan Audit Investigasi

‘Terima

Use-case ini menggambarkan

Pengadu (Primary business)

Surat Tugas

Pengaduan | kejadian Pengadu menyampaikan Pelugas Penerima Penpaduan
pengaduan (Fxternal receiver)

Kaji Use-case ini menpgambarkan Auditor (Primary business)

Pengaduan | kcjadian Pelugas Analisis Inspeklur (External receiver)
menganalisis pengaduan yanyg
diterima

Terbitkan Use-case ini menggambarkan Inspektur (Primary business)

kejadian Inspcklur menyetujui hasil

Auditor (External recciver)

Invesligasi | analisis untuk dilakukan investigasi

Laporkan Use-case ini menggambarkan Auditor (Primary business)

Hasil kejadian Auditor menyampaikan Inspektur (External receiver)

Invesligasi | hasil investigasi kepada Inspektur

Pantau Use-case ini menggambarkan PPTL {Primary business)

Tindzk kejadian Petugas Pemantau Tindak Inspektur (External receiver)

Lanjut Lanjul memantau tindak lanjul yang Audilan (External server)
dilakukan oleh Auditan

Bual Use-case ini mengzambarkan 1. Kasubbag TU (Primary

Laporan kejadian Kasubbag TU menyiapkan brsiness)

Manajemen | laperan kepada Inspekiur maupun 2. Inspektur (External

Inspekiur Jenderal,

3. Inspekiur Jenderal (External

receiver)

recefver)

3) Membuat Diagram Model Use-case.

Sclelah use-case dan pelaku bisnis pada pengelolaan audit investigasi

Inspekiorat Bidang Investigasi dapal diidentifikasikan, diagram use-case dapal

disajikan dengan Gambar [V.2.
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Gambar. IV.2 Modcl Diagram Use-case Pengelolaan Audit Investigasi
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4) Membuat Narasi Use-case.

Tahap selanjutnya adalah mendeskripsikan kejadian setiap use-case pada

pengelolaan audit investigasi dalam bentuk narasi use-case. Narasi use-case ini

antara lain menjelaskan mengenai prioritas use-case, pelaku bisnis utama,

pelaku partisipan, pihak-pihak yang berkepentingan, deskripsi use-case, aturan

bisnis yang digunakan, asumsi serta isu terbuka untuk setiap use-case.

Salah satu narasi use-case tersebut disajikan pada Tabel 1V.7, sedangkan

narasi use-case yang lain dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 1V.7 Narasi Use-case Menerima Pengaduan

USE-CASE NAME:

Terima Pengaduan

Use-case Type :

Business Requiremenls

USE-CASE ID: S1PAL-GI

PRIORITY: High

SOURCE: Requirement — SIPAT ROJ

PRIMARY BUSINESS ACTOR: Pengadu

OTHER PARTICIPATING Pelugas Penerima Penpaduan

ACTORS:

OTHER INTERESTED Tnspektur

STAKEHOLDERS:

DESCRIPTION: Digunakan olech Pengadu untuk menyampaikan pengadoan.

PRE-CONDITION:

Pengadu memiliki hal pengaduan yang akan disampaikan.

TRIGGER:

Dilaksanakan bila Penpadu menghubunpi Pelugas Penpaduan baik
sccara langsung datang, langsung berkomunikasi melalui tefepon, atu
secara lidak langsung melalui faximilie, surat, maupun email.

TYPICAL COURSE OF EVENTS

Aclor Action:

System Response

Step 1: Pengadv menghubungi
pelugas penerima pengaduan.

Step 2: Sistern menampilkan
formulir Pencrimaan Pengaduan
yang berisi di antaranya perihal
pengaduan, siapa Pegawai yang
Diadukan, lempal kejadiannya,
kapan wakiunya, bagaimana
lerjadinya, mengapa lerjadi hal
lersebul, dan ada atau tidaknya
kerugian nepara.
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Tabel IV.7 Narasi Use-case Menerima Pengaduan (lanjutan)

TYPICAL COURSE OF EVENTS:: Actor Action: System Response

Step 3: Pewgas pencrima Step 4: Sistem memberikan
pengaduan mengeniry data-data kenfirmasi apakah ada data-data
pengaduan yang diberikan. yang belum didapatkan dan bila
teluh lengkap muka sistem

menyimpan data-daa pengaduan.

ALTERNATE COURSES: AlL-Step2: Bila sislem gagal menampilkan formulir Penerimaan
Pengaduan, Perugas penerima pengaduan mencatainya melalui
hardeopy formulir Penerimaan Pengaduan unluk kemudian dicarat ulang
bila dikemudian waktu sislem berhasil menampilkan lormulic
Penerimaan Pengaduan.

All-Stepd: Bila hubungan dengan pengadu terputus schingga tidak
didaputkan data-data yang lengkap, sistem akan memberikan tanda
bahwa pengaduan terscbut belum lengkap. Bila sualu saal pengadu yang
sama menghubungi kembals, sislem akan menampilkan formulit
Penerimaan Pengaduan yang belum lengkap lersebul untuk dilengkapi

kembali,
CONCLUSION: Selesai bila isian pengaluan yang ada pada formulir "encrimaan
Tengaduan yang wajib terisi telah lengkap dala-datanya.
POST-CONINTION: Sistem telah dapat menampilkan formulir DIKH di kompuler Inspeklur.
BUSINESS RULES: Pengaduan-pengaduan yang sama hanya mendapatkan satu DIKH.
IMPLEMENTATION Layar (ampilan dan proses input harus user [rieadly. Layar
CONSTRAINTS AND menampilkan tanda peringatan “Belum Lengkap Datanya™ bila terdapal
SPECIFICATIONS: bagian yang wajib isi belum dilengkapi dalanya,
ASSUMPTIONS: Komputer siap digunakan,
OPEN ISSUES: Pentingnya pelalihan bagi Pepas Penerima Pengaduan.

1V.1.4. Fase Perancangan Logis (Logical Design Phase)
Pada fase ini dilakukan pemodelan data logis dan pemodelan proses logis

terhadap pengelolaan audit investigasi pada Inspektorat Bidang Investigasi.

IV.1.4.1. Pemodclan Dala Logis

Pemodelan data dilakukan decngan menggambarkan diagram hubungan
entitas dalam bentuk entity relationship diagram (ERD), dengan urutan langkah

sebagai berikut:
1) Menentukan entitas-cntilas dasar dalam sistem

Enlitas-cntitas dasar yang terlibat dalam pengelolaan audit investigasi

dépat dikemukakan dalam bentuk Tabel 1V.8.
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Tabel [V.8 Entitas Pengelolaan Audit Investigasi

R TS

Naiiia Entita

Definisi T T T L

eelou

Pengad-ul

Pihak ekslernal yang mcnyarﬁpaikan pengaduan

2. Pegawai yang Pihak cksiernal Pegawai yang Diadukan oleh pengadu.
Diadukan _
3. P3 Petugas penerima pengaduan
4. Inspekiur Pihak inlernal yang berwenang mengelola inspekiorat
bidang investigasi
5. Auditor Pejabal fungsional internal yang bertugas melakukan audit
investigasi.
6. Audilan Pihak eksternal yang diaudit
7. Inspektur Jenderal Pihak ckslernal yang berwenang menugaskan pelaksanaan
audit invesligasi.
8. Pengaduan Perihal Pegawai yang Diadukan olch pengadu.
9. DIKH Disposisi Inspektur yang bersifat Khusus (DIKH) karcna
berhubungan dengan pengaduan
10. | Surat Tugas Surat dinas yang memberi wewenang bagt auditor untuk
melakukan invesligasi
11. Laporan Hasil Audit Laporan yang dibuat oleh tim audit invesligasi atas hasil
Investigasi (LHI) audil invesligasi yang telah diperoieh
12. Rekomendasi Rekomendast yang {erdapat dulam LEI
13. | Sural ITasil Audit Surat Inspektur Jenderal yang berisi summary dari LHI
Investigasi (SHI) yang dikirimkan kepada Menteri Keuangan dan pimpinan
unil ¢selon I erkail bersama-sama dengan LITI
14. | Kasubbag TU Pcgawai yang membantu Inspeklur dalam mengelola
administrasi pelaksanaan invesligasi.
15. | Tindak Lanjut Tindakan yang dilakukan oleh Auditan sehubungan
dengan rekomendasi yang terdapal dalam LIIL
16. | PPTL Pegawai yang bertugas memantau tindak lanjut.
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2) Membangun Context Data Model

Untuk mendapalkan Context Data Model perlu  diidentifikast
hubungan antara entitas-entitas yang ada sebagaimana disajikan pada Tabel

IV.9.

Tabel IV.9 Jenis Hubungan antar Entitas

'F-Pengadu - Peﬁéaﬁﬁan ‘
P3 Melayani Pengadu
P3 Menerima Pengaduzn
Pengaduan Dilakukan oleh Pegawai yang Diadukan
Inspektur Memberikan DIKH
Audilor Menerima DIKH
Kasubbag TU Menyimpan DIKH
ST Berdasarkan DIKH
Kasubbag TU Membuat ST
Pengaduan Menghasilkan LHI
Inspekiur Jenderal Menandatangani ST
Pegawai Pegawai yang Tercanium dalam LIII
Diadukan
Auditor Membuat LHI
Inspektur Menandatangani LHI
Inspektur Memaral SHI
Pegawai Pegawai yang Menjadi Obyek Rekomendasi
Diadukan
LHI Terdiri dari Rekomendasi
Rekomendasi Dilakukan Tindak Lanjut
ST Menghasilkan LHI
Inspektur Jenderal Menandalangani SHI
Auditan Melakukan Tindak Lanjut
PPTL Memaniau Tindak Lanjut

Langkah berikutnya adalah mendcfinisikan kardinalitas dari masing-
masing hubungan entitas-entitas yang telah diidentifikasi tersebut

sebagaimana dapat disajikan pada Tabel IV.10.
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Tabel 1V.10 Kardinalitas Hubungan antar Entitas

1. | Pengadu — Satu penpadu dapat menyampaikan salu atau banyak pengaduan.
Pengaduan Satu pengaduan dapat disampaikan oleh satu atau banyak pengadu.

2. P3 — Pengadu Satu P3 dapat melayani (} atau banyak pengadu.

Satu pengadu hanya dilayani oleh satu P3.
3. P3 —Pengaduan Satu P3 dapal menerima salu atau banyak pengaduan.
Satv pengaduwan hanya dilerima oleh satu 3,

4. Pengaduan — Salu pengaduan dilakukan oleh saiu atau banyak pihak Pcgawai yang
Pegawai yang Diadukan.

Diadukan Satu pihak Pegawail yang Diadukan hanya terlibat dalam satu pengaduan.

5. Pegawai yang Satu pihak Pegawai yang Diadukan dapat menjadi obyek satu
Diadukan — rekomendasi.

Reckomendasi Satu rckomendasi hanya untuk satu pihak Pegawai yang Diadukan,

6. Pegawai yang Satu pihak Pegawai yang Diadukan hanya lereantom dalam satu LHIL
Diadukan — Satu ILHI dapat mencantumkan satu alau banyak pihak Pegawai yang
JLHI/SHI Diadukan.

7. | Auditor - DIKH Satu auditor dapal menerima satu atau banyak DIKH.

Salu DIKH dapal diterima oleh satu alau banyak Auditor.

8. DIKH - 87 Satu DIKH hanya dapal ditindaklanjuti dengan sat ST.

Satu ST berdasarkan salu atau banyak DIKH.
9. ST - LHI/SHI Salu ST hanya menghasilkan satu LHL
Satu LHI hasil dari satu atau banyak ST.

10. | Penpaduan — Salu pengaduan dapat menghasilkan satu LHI
LHI/SHI Satu LHI dapar dihasilkan dari satu atau banyak pengaduan,

11. | LHI/SHI - Satu L.HI dapal terdiri dari satu atzu banyak rekomendasi.

Rekomendasi Satu rekomendasi hanya terdapal dalam satu LHI
12, | Auditor —LHI/SHI | Satu auditor dapal membual satu atau banyak LHIL
Satu LHI dapal dibuat alch satu atau banyak audilor,

13, | Auditan — Tindak Satv audilan dapal melakukan satu atau banyak tindak lanjut.
Lanjut Satu tindak lanjul hanya dapat dilakukan oleh satu auditan.

14, | PPT L- Tindak Satu PPTL dapal mcmantau satt atau banyak tindak lanjut.
Lanjut Salu tindak lanjut hanya dipaniau oleh salu PPTL

15. | DIKH-Auditor Satu Audilor menerima satu atau banyak DIKH..

Satu DIKI hanya diterima oleh satu Audilor

Dengan lelah dapat dilentukan kardinalitas hubungan antar cniilas, maka

Context dara model telah dapat ditentukan. Dalam hal ini, Context Data Model

pengelolaan audit investigasi dapat disajikan dengan Gambar [V.3.
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Gambar IV.3 Context Data Model Pengelolaan Audit Investigasi
3. Mcmbangun Key-based data model
Setelah Context Data Model, kita perlu membangun key-based data
model (model data berbasis kunci) yang menyajikan kunci-kunci ulama dari
setiap entitas. Pada langkah ini, ¢ntilas-entitas baru muncul. Enlilas tersebul

dinamakan enlilas asosiatil. Entitas asosiatif yang lerdapat dalam sistem

informasi pengelolaan audit investigasi disajikan dalam Tabel IV.11.
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Tabel IV.11 Entilus Asosialifl

‘EntitasAsosiatif

Posm

Audilor - LHI

Entitas baru yang muncul karend adanyd hubungan many lu
many antara entitas Auditor dengan THIL

Dengan adanya cntitas-cntitas asosiatif lerscbul, key-based data model

dapat dibangun sebagaimana disajikan dengan Gambar [V 4.
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Gambar IV .4 Key-based data model Pengelolaan Audit Investigasi

Analisis dan ..

76

., Dedhi Suharto, FEB UI, 2008



4. Mcmbangun Fully attribute data model
Setelah key-based data model selesai, maka kita perlu melengkapinya
dengan atribut-atributnya termasuk foreign key dari setiap entitas sehingga
kila dapatkan model dala beratribut lengkap (fully attribute data model).
Fully attribute data model sislem informasi pengelolaan audit investigasi

adalah dapat dilihat pada Gambar IV.5.

p— ['n,—..m— ]
Malayar e RS , Qhyeh
—O-dmmem | i ek }
Chlayars Frla Pomgeen (B | o Terhadap
B iy Dhemas Falry
At Py
Tk
Fanl

A
LI

Dhgumy adkan | Meayatnpakan
| Cnfakuien
olah

Terdn %-

e - 2= e
[ - o
L~ L!ungh::ﬂk 1‘::5':"- ardapit ﬂhnuﬂﬁ
gl T pada [ty
By ps, L iy
¥ e
T e 4
Bl T I
i}
=l
Waklu [Libuat
Penyeleahan dolam
—grahlu
A
ankmr LI}
= ks LD
Fade LD
Pl T b
qr hlenuniazkan
i P Menyeleamknn
Dindakanpd
Derdastkan dangsn
F
TR
n‘e“'“\‘ LT
I{
Hurenma . e
::L:q-.-uda 1 Manghuifhn Ditakukpn
:;::.ﬂ ; Hagil dan p et
Fowbus
T Earse yT0 Ladna g Intad banrw
R = Nalakukan S
P T ™1
B g
I!réliuhn n:_':‘;"n‘m
aleh Dokl Lamst
(Uipsnllu
Hemanta olsh
T
o J
=L b
s WL

Gambar IV.5 Fully attribute data model Pengelolaan Audit Investigasi
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1V.1.4.2. Pemodelan Proses Logis

Pemodelan proses dilakukan dengan menggambarkan aliran data. Urutan

langkah pemodelan proses adalah:
1. Membangun Context data flow diagram

Context DFD dibangun unluk menggambarkan bagaimana sistem harus
berinteraksi dengan sistem lain dan bisnis secara keseluruhan sehingga

terdefinisikan ruang lingkup dan batasan sistemnya.

Context DFD sistem informasi pengelolaan audil investigasi adalah

sebagaimana disajikan dalam Gambar IV.6.
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e
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Gambar I1V.6 Context DFD
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Dari Context DFD sistem informasi pengelolaan audit investigasi tcrsebut
kita dapat mengetahui bahwa sistem informasi pengelolaan audil investigasi
mempunyai 7 {tujuh) external agents, yaitu : Pengadu, Auditor, Inspektur,
Inspektur Jenderal, Petugas Pemantau Tindak Lanjut, Auditan, dan Kasubbag
TU.

2. Membangun Functional Decomposition Diagram

FDD dibangun agar sistem mudah dipahami yaitu dengan membagi sistem ke

dalam subsistem-subsistem atau fungsi-fungsi secara logis.

FDD sistem informasi pengelolaan audil invesligasi adalah scbagaimana

disajikan dalam Gambar 1V.7.
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Gambar IV. 7 FDD Pengelolaan Audit Investigasi

3. Membuat Functional Primitive Diagram

Setelah kita membuat Functional Decomposition Diagram, selanjutnya dibuat
Functional Primitive Diagram dengan menambahkan detail dari setiap
kcjadian dalam sistem. DFD digambarkan secara bertingkat mulai dari DFD

level 0, fevel 1, dan selerusnya.

DFD level 0 disajikan dalam Gambar IV.8. Penjelasan dari Diagram O dapat
dilihat pada kamus Data pada Lampiran 6.
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Gambar 1V.8 DFD Level O Pengelolaan Audit Investigasi
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Salah satu dari DFD level 1 disajikan pada Gambar IV.9, sedangkan DFD

level 1 lainnya dilihat pada Lampiran 2.

Periksa

Laporan Pengaduan lengkap
Pengaduan Kﬂe“gkﬂ_pa"
Pengaduo dan Entri
Data
Pengaduan
Fa
Pengaduan Pengadu pegawai ¥g
v dladukan *
DS Pegawai DSP)
DS Pengaduan DS Pengada o Difdukan
pegavaiyg
diadukan valid ' P3 vali *
Pengadu valig . - .
Validasi Data Kasubbag
Pengaduan - TU
Pangajuan valid Dala Jenis kasus

Gambar IV.9 DFD Level 1 Proses Terima Pengaduan

4. Membuat Spesifikasi Proses

Untuk mendukung FPD (Functional Primitive Diagram) agar dapat lcbih

menggambarkan logika yang terdapal dalam proses, maka perlu dibuat

Spesifikast Proses (Process Specification). Salah satu spesifikasi proses

disajikan dalam Tabel IV.12, sedangkan spesifikasi proses lainnya dapal

dilihat pada Lampiran 3.
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Tabel IV.12 Spesifikasi Proses Periksa Kelengkapan

dan Entri Data Pengaduan

Nomor Proses: 1.1

Deskripsi Proses: Step | Terima pengaduan dari pengadu berupa surat, e-mail, fax, ataupun
telepon.
Jika pengaduan berupa lelepon maka
Siapkan blanko formulir unik  mencatal informasi  yang
diberikan pengadu.
Jika bukan,
Lanjutkun ke sfep berikulnya.
Step 2 Periksa kelengkapan materi pengaduan, meliputi dala pengady, data
pecawai yang diadvkan, dan data pengaduan.
Pastikan bahwa data yang harus ada (not allowed nulls} tersedia.
lika data yang harus ada lidak tersedia maka
Hubungi pengadu untuk mendzpalkan dala yang dibuluhkan
tika data tersedia,
Lanjutkan ke step berikuinya.
Srep 3 Klasifikasikan jenis kasus dari pengaduan yang diterima
Srep 4 Enlri data-dala pengaduan yang diterima.
Siep 5 Rekam data-daja pengaduan ke dalam data stere pengadu, pegawai

yang diadukan, dan pengaduan.

Input: Pengaduan
Outpul: Dala pengaduan
Tabel yang Digunakan Penpadu, Pengaduan

Agen Ekslernal yang Terlibal | Pengadu, Petugas Penerima Pengaduan

5. Membuat Decision Tabie

Tabel Keputusan (Decision Table) sangat membantu memahami proses
khususnya yang berkaitan dengan tindakan yang harus dilakukan sistcm
lerhadap bcberapa kondisi yang ada sesuai dengan kebijakan (policy) yang
telah ditetapkan.
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Pada sistem informasi pengclolaan audit investigasi terdapat suatu kcbijakan

apakah sualu kasus akan dilakukan audil atau lidak tergantung dari :

1. Hasil kajian yang dilakukan, yaitu apakah hasil kajiannya

merekomendasikan audit atau tidak;

2. Adanya perselujuan  dari  Inspektur unluk hasil kajian  yang

mcrekomendasikan audit;

3. Ada tidaknya perintah dari Inspektur Jenderal untuk hasil kajian yang
merckomendasikan tidak perlu dilakukan audit karena adanya hak

prerogratif Inspcktur Jenderal

Decision Table sistem Informasi pengelolaan audil investigasi sehubungan
dengan kebijakan tersebut di atas sebagaimana telah digambarkan logikanya
pada Spesifikasi Proses (Proses 3.2 Terbitkan Surat Tugas) dapat disajikan
dalam bentuk Tabc] TV.13.

Tabel IV.13 Decision Table Proses 3.2 Terbitkan Surat Tugas

DECISION TABLE RULE 1 RULE3 RULE4

Ai: Diterbitkan surat tugas X X
schagai dasar

melakukan audit

A2: Tidak perlu diterbitkan X X
surat tugas karena fidak

periu dilakukan audit.
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IV.1.5. Fase Analisis Kepulusan (Decision Analysis Phase)

Berdasarkan perlimbangan permasalahan, peluang, (ujuan perbaikan
sistem, batasan yang dihadapi, dan kebutuhan bisnis yang layak terhadap suatu
sistem yang baru, maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan adanya sistem
informasi pengclolaan audit investigasi yang terpadu sehingga dapat mengatasi
persoalan yang selama ini ada, yaitu kecepatan dalam mengakses informasi yang
akan berakibat pada kecepatan mengambil keputusan terkait audit investigasi.
Qleh karena itu perlu dirancang suatu sistem sesuai dengan kebutuhan. Mengingat
kurang tcrsedianya (enaga pembangun sistem, maka pcngembangan sistemnya
dapal dilakukan dengan cutsourcing. Adapun sumber daya manusia intcrnal dapat

dijadikan sebagai mitra dalam pengembangan sistem.

IV.2. PERANCANGAN SISTEM

Menurut Whitlen (2007), perancangan sistem didefinisikan sebagai teknik
problem-solving mcrakit kembali potongan-polongan yang telah didekomposisi
pada saat analisis sistem menjadi sebuah sistem yang lengkap dan telah teperbaiki.
Oleh karena itu, perancangan sistem dimulai setelah analisis sistem selesai. Mulai
saal itu, titik berat perhatian adalah pada masalah teknis sistem setclah sebelumnya

lebih dititikberatkan pada masalah bisnisnya.

IV.2.1. Perancangan Arsiteklur Aplikasi

Pada perancangan arsitekiur aplikasi digunakan suatu modcl proscs yang
telah direvisi dari logical model menjadi physical model, yaitu dari DFD menjadi
physical DFD yang dapat mengomunikasikan pilihan teknis dan keputusan
rancangan lainnya yang secara aktual akan mengonstruksi  dan

mengimplecmentasikan sistcm.

Berikut ini adalah physical DFD Sistem Informasi Pengelolaan Audil
Investigasi dari logical DFD yang lelah dibuat pada saat analisis sistem. Physical
DFD level 1 Proses Terima Pengaduan disajikan dalam Gambar IV.10, sedangkan
physical DFD lainnya disajikan dalam Lampiran 4.
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Validasi Data
Pengaduan

Gambar IV.10 Physical DIFD Level 1 Proses Terima Pengaduan

1V.2.2. Perancangan Database

Pada perancangan database sistem, mulai digambarkan skema database-nya.
Skema database Sistem Informasi Pengelolaan Audit Investigasi dari logical
database model yang telah dibuat pada saat analisis sistem adalah scbagaimana

disajikan dalam Gambar IV.11.
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Gambar IV.11 Skema Dafabase Pengelolaan Audit Investigasi
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1V.2.3. Perancangan /nferface

DFD yang telah dibuat sebelumnya, baik yang logical maupun physical,
akan digunakan untuk mengetahui bagaimana tiap objek data yang mengalir
dalam sistcm ditranslormasikan. Seliap proses transformasi pada DFD akan
dipelakan menjadi modul-modul. Maka tiap objck data yang mcngalir masuk dan
keluar dari tiap transformasi DFD akan diikutsertakan datam desain inferface bagi

modul yang berkaitan dengan proses transformasi tersebut.

Dengan mclakukan evaluasi lerhadap tiap agen eksicrnal yang terdapat
pada DFD, spesilikasi dala dan kontrol yang diperlukan unluk tiap agen ckslernal
akan dianalisa dan dibuat desain inferfuce-nya. Desain interface eksternal ini akan
bertugas melindungi sistem dari kesalahan pemasukan data dan kesalahan kontrol

lerhadap data yang mungkin (erjadi karcna kesalahan pcngoperasian olch
pengguna.

Satu interface input dan output disajikan dalam Gambar IV.12 dan

Gambar V.13, sedangkan interface lainnya disajikan dalam Lampiran 5.
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Gambar 1V.12 Interface Entri Penerimaan Pengaduan
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INSPEKTORAT
BIDANG

INVESTIGASI
ITJEN DEPKEU

FORMULIR PENERIMAAN PENGADUAN

Tanppal Terima:

Kode Pengaduan:

Uraian :

Jenis Kasus :

Penpadu: Peng A ot
Pepawai yg Diadukan od 0

Gambar IV.13 Inierface Formulir Penerimaan Pengaduan

Pada perancangan interface sistem informasi pengelolaan audil investigasi
ini, perlu dibuat matrik yang menghubungkan antara interface dengan datastore-
nya. Matriks hubungan inferface dengan data store tersebut disajikan dalam Tabel

[V.14.
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Tabel IV.14. Matriks Hubungan Interface dengan Data Store

1= BT L . DataStorer - i v

-

we b e

lm U

S ';5:- 3 g

Entri Penerimaan Pengaduan

Validasi Dala Pengaduan v

AP

Formulir Pencrimaan Pengaduan N

Entri Disposisi Pengaduan v
Formulir DIKH N
Entri Konsep Sural Tugas N
Entri ST ke dalam DIKH v
Entri Persetujuan ST V[
Surat Tugas v N
Entri LHI/SHI dan Rekomendasi VIVI[V
Entri TL atas Rekomendasi
Dafilar Rekomendasi dalam LHI v
Dallar Tindak Lanjut atas

wl| ool M| o Wl mi W] P =

—
=

—
—

—
M

—
W
Aﬁéé

rekomendasi
14. | Validasi Data Tindak Lanjut

15. | Entri Periode Laporan N vy N

e
<
<

<

16. | Laporan Pengelolaan Audit N . L 5

-

Investigasi

* Keterangan :

Data store 1 : Pengadu

Data store 2 : Pengaduan
Data store 3 : Pegawai yg Diadukan
Duta store 4 - P3

Daita store 5 : DIKH

Data stare 6 : Surat Tugas
Data store 7 : LHI/SHI

Data store 8 : Auditor

Duata store 9 : Auditor-LHI
Data store 10 : Rekomendasi
Data srore 11 : Tindak Lanjut
Data store 12 : PPTL

Data store 13 : Auditan
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Tabel 1V.15. Matriks Hubungan /uterface dengan Proses

| 1 .Entri- I;encri;';lﬁ.aﬁ Pll-!._ﬂ‘éad’l;l‘;in
2. | Validasi Data Pengaduan v
3. TFormulir Penerimaan Pengaduan v
4. Entri Disposisi Pengaduan v
5. Formulir DIKH
6. | Entri Konsep Sural Tugas N
7. Entri ST ke dalam DIKH
8. Entri Persetujuan ST J
g, Surat Tugas V
10. | Entri LHI/SHI dan Rekomendasi Y
{1. | Entri TL atas Rekomendasi N N
12. | Daftar Rekomendasi dalam LHI v
13. |} Daftar Tindak Lanjut atas v
rckomendasi
14. | Validasi data tindak lanjut Y
15. | Entri Periode Laporan v
16. | Laporan Pengelolaan Audit B
Investigasi
Proses 1 {1.1) :  Periksa kelengkapan dan enlri dala pengaduan
Proses 2 (1.2) :  Validasi data pengaduan
Proses3 (2.1) :  Periksa maleri pengaduan dan ¢nlri disposisi
Proses 4 (2.2) : Laporkan hasil kajian
Proses 5 (3.1) ©  Persctujuan Penerbitan Sural Tugas
Proses 6 (3.2) : Celak Surat Tupas
Proses 7 (4.1) 1 Penerbitan LHI
Proses § (4.2) :  Penerbitan SITI
Proses 9 (5.1) ©  Periksa rekomendasi dan entri tindak lanjut
Proses 10 (5.2) :  Validasi data tindak lanjui
Proses 11 (6.1} :  Hitung jumlah penpaduan dan data lainnya
Proses 12 (6.2) :  Cetak Laporan Manajemen
90

Analisis dan ..., Dedhi Suharto, FEB Ul, 2008



BABV
SIMPULAN DAN SARAN

V.1. SIMPULAN

Dari hasil analisis dan pcrancangan (erhadap sistem informasi pengelolaan audit

investigasi pada Inspcklorat Bidang Investigasi Inspektorat Jendcral Deparlemen

Kcuangan dapat disimpulkan:

1.

Inspeklorat Bidang Investigasi memerlukan sislem informasi yang tcrintegrasi dan
berbasis komputer untuk meningkatkan pengelolaan audit investigasi yang
profecsional, cepal, dan tepat karcna secara efekiif menyclesaikan pengaduan
masyarakat yang lebih banyak dengan biaya yang elisien sehingga mendorong
partisi‘pasi masyarakal dalam membantu proses percepatan pemberantasan korupsi

sebagaimana {clah diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Analisis tcrhadap sistem dilakukan dengan melalui beberapa [ase, yailu : fase
definisi lingkup, fase analisis masalah, [asc analisis kebutuhan, dan [asc analisis
kepulusan. ada fase analisis kebutuhan digunakan use-case modelling dan pada

fase perancangan logis digunakan pemodeclan data dan pemodelan proscs.

Dari analisis sistcm terhadap pcngelolaan audil investigasi pada Inspckloral
Bidang Investigasi dihasilkan diagram konleks use-case, diagram use-case, narasi
use-case, ERD, Context DFD, DFD level 0, DFD level 1, spesilikasi proses,

dokumenlasi datastore, dan dokumentasi entitas dan atribut.

N
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4.

Perancangan terhadap sistem dimulai setelah analisis terhadap sistem berakhir
dengan menekankan pada masalah teknis. Perancangan terhadap sistem meliputi

perancangan arsitektur aplikasi, perancangan dafabase, dan perancangan

interface.

5. Dari perancangan sistem terhadap pengelolaan audit investigasi pada Inspektorat
Bidang Investigasi dihasilkan physical DFD, skema database, dan perancangan
interface input maupun outpudt.

V.2, SARAN

Dari hasil analisis dan perancangan terhadap sistem informasi pengelalaan audit

investigasi pada Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Departemen

Keuangan disarankan agar:

1.

2.

Inspektorat Bidang Investigasi menjadikan hasil analisis dan rancangan tersebut
sebagai bagian dari langkah-langkah untuk membangun suatu sistem informasi
pengelolaan audit investigasi yang terintegrasi, yang berdasarkan anaiisis
memang dapat mengatasi permasalahan yang ada selama ini dan berdasarkan
perancangan yang dilakukan secara teknis tidak terdapat kendala yang berarti.
Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, hasil analisis dan perancangan sistem ini
dapat direviu lebih jauh dan diperbaiki bila terdapal hal-hal yang belum tepat.

Direncanakan pendanaan pembangunan sistem dengan perhitungan yang
matang supaya dukungan Menteri Keuangan terhadap Inspektorat Bidang

Investigasi dalam rangka percepatan pemberantasan KKN di Departemen
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Keuangan dapat diwujudkan dengan dukungan yang konkrit sehubungan
dengan kebutuhan pendanaan pembangunan sistem tersebut.

. Dukungan pimpinan Inspektorat DBidang Investigasi maupun pimpinan
Departenen Keuangan untuk mewujudkan hal tersebut dapat diperoleh
mengingat hal tersebut merupakan faktor penting yang diperlukan dalam
mensukseskan pembangunan sistem tersebut.

Data sebelum tahun 2005 diintegrasikan ke dalam Inspektorat Bidang

Investigasi.
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1. Narasi USE-CASE Menerima Pengaduan

USE-CASE NAME:

Terima Pengaduan USE-CASE Type:

Business Requirements

USE-CASE ID: SIPAI-DI

PRIORITY: High

SOURCE: Requirement — SIPAI RO

PRIMARY BUSINESS | Pengadu

ACTOR:

OTHER Petugas Penerima Pengaduan

PARTICIPATING

ACTORS:

OTHER INTERESTED | Inspektur

STAKENOLDERS:

DESCRIPTION: Digunakan aleh Pengadu untuk menyampaikan pengaduan.

PRE-CONDITION: Pengadu memiliki hal pengedvan yang akan disampaikan.

TRIGGER: Dilaksanakan bila Pengadu menghubungi Petugas Pengaduan baik secara langsung
datang, langsung berkemunikasi melalui lelepon, atan secara tidak langsung
melalut faximilie, surat, maupun email.

TYPICAL COURSE OF Actor Action: System Response

EVENTS::

Step 1: Pengadu menghubungi Step 2: Sistem menampilkan formulic

pelugas penerima pengaduan. Penerimaan Pengaduan yeng berisi di
antaranya perihal pengaduan, siapa yang
diadukan, tempat kejadiannya, kapan
waktunya, bagaimana terjadinya, mengapa
{erjadi hal tersebui, dan ada atav tidaknya
kerugian negara,

Step 3: Pelugas penerima Step 4: Sistern memberikan konfirmasi

pengaduan mengentry data-data apakah ada data-data yang belum didapatkan

pengaduan yang diberikan, dan bila telah lengkap meka sistem
menyimpan data-data pengaduan.

ALTERNATE Ali-5tep2: Bila sisiem gagal menampilkan formulir Pencrimaan Pengaduan,

COURSES: Petugas pencrima pengaduan mencatatnya melalui hardeopy formulir Pencrimaan
Pengaduan untuk kemudian dicatat ulang bila dikemudian waktu sistem berhasil
menampilkan formulir Penerimaan Pengadunan.

Alt-Stepd: Bila hubungan dengan pengadu terpulus schingga tidak didapatkan
data-data yang lengkap, sislem akan memberikan randa bahwa pengaduan tersebut
belum lengkap. Bila suatu saat pengadu yang sama menghubungi kembali, sistem
akan menampilkan formulit Penerimaan Pengaduan yang belum lengkap terscbut
untuk dilengkapi kembali.

CONCLUSION: Selesai bila isian pengaduan yang ada pada formulir Penerimaan Pengaduan yang

wajib terisi telah lengkap dala-datanya.
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Narasi USE-CASE Menerima Pengaduan (lanjutan)

POST-CONDITION: Sistem tclah dapat menampilkan formulir DIKH di kemputer Inspektur.
BUSINESS RULES: Pengaduan-pengaduan yang sama hanya mendapatkan satu DIKH.
IMPLEMENTATION Layar tampilan dan proses inpul harus user friendly. Layer menampilkan tanda
CONSTRAINTS AND peringaien “Belum Lengkap Datanya™ bila terdapat bagian yang wajib isi belum
SPECIFICATIONS: dilengkapi dalanya.

ASSUMPTIONS: Komputer siap digunakan.

OPEN ISSUES: Pentingnya pelatihan bagi Petugos Penerima Pengaduan.

2. Narasi USE-CASE Mengkaji Pensaduan

USE-CASE NAME: Kaji Pengaduan USE-CASE Type :
Business Requiremenis

USE-CASE ID: SIPAI-02

PRIORITY: edium

SOURCE: Requirement — SIPAL RD2

PRIMARY BUSINESS ACTOR: | Audilor

OTHER PARTICIPATING Inspektur

ACTORS:

OTHER INTERESTED -

STAKEHOLDERS:

DESCRIPTION: Digunakan oleh Auditor untuk mengkaji pengaduan.

PRE-CONDITION: [nspektur telah memberikan DIKH kepada Auditer yang berisi perintah
pengkajian terhadap pengaduan terscbur.

TRIGGER: Dilaksanakan bila DIKH telah diterima oleh Auditor.

TYPICAL COURSE OF Actor Action: System Response

EVENTS:

Step I: Auditor menpetikkan
nomor DIKH yang diteimanya

Step 2: Sistem menampilkan
formulir Kajian yang berisi di
antaranya kasus posisi, modus
operansi, peraturan perundang-
undangan terkait, dan simpulan,

Step 3: Auditor mengentri
informast terkait dengan isian
formulir kajian yang perlu
dilengkapi.

Step 4: Sistem memberikan
konfirmasi apakah ada data-data
yang belum didapatkan dan bila
telah lengkap maka sislem
membuat L aporan Hasil Kajian
dan mengelompokkannya ke dalam
pengaduan pengaduan yang telah
dikaji.
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Narasi USE-CASE Mengkaji Pengaduan (lanjutan)

ALTERNATE COURSES: Alt-Step2: Bila sistem gagal menampilkan formulir Penerimaan
Pengaduan, Auditor mengisi dala-data pada hardcopy formulir Kajian
uniuk kemudian dientri ulzng bila dikemudian wakitu sistem berhasil
menampilkan formulir Kajian,

Alt-Step4: Bila Auditor belum melengkapi keseluruhan dale-data kajian
yang diperlukan, sistem akan mengelompokkannya ke dalam pengaduan
yang belum dikaji.

CONCLUSION: Sclesai bila isian LHK telah lengkap.

POST-CONDITION: Sistem telah dapai menampilkan Laporan Hasil Kajian di komputer
Inspektur,

BUSINESS RULES: Pengaduan dikelompokkan ke dalam pengadwan yang telah dikaji,
pengaduan yang belum dikaji, dan pengaduaan yang tidak layak dikaji.

IMPLEMENTATION Layar tampilan dan proscs input harus user friendly. Layar menampilkan

CONSTRAINTS AND rtanda peringatan “Belum Lengkap Datanya™ bila terdapat bagian yang

SPECIFICATIONS: wayjib isi belum dilengkapi datanya.

ASSUMPTIONS: Komputer siap digunakan,

OPEN ISSUES: Penlingnya pelatihan bagi Awuditor yang diberiken tugas melakukan
kajier.

3. Narasi USE-CASE Menerbitkan Surat Tugas Investipasi

USE-CASE NAME: Terbilkan Surat Tugas Investigasi /SE-CASE Type :
Business Requiremenis

USE-CASE ID: SIPAIL-03

PRIORITY: High

SOURCE: Requirement SIPAl — R0O3

PRIMARY BUSINESS ACTOR: | Inspektur

OTHER PARTICIPATING Staf Subbag TU

ACTORS:

OTHER INTERESTED Inspektur Jendcral

STAKEHOLDERS: .

DESCRIPTION: Digunaken oleh lnspekiur vntuk menerbitkan sural tugas invesligasi.

PRE-CONDITION: Auditar lclah menyelesatkan tugasnya dalam mengkali pengaduan yang
diterima.

TRIGGER: Dilaksanakan bila Laporan Hasil Kajian telah dapat dipanggil di komputer
Inspektur,
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Narasi USE-CASE Menerbitkan Surat Tugas Investigasi (fanjutan)

TYPICAL COURSE OF Actor Action: System Response

EVENTS::

Step I: Taspekiur membaca LHK Step 2: Menampilkan formulir
dan menckan tombol setuju surat tugas invesligasi dan [isl
investigasi. auditor yang sedang tidak bertugas.
Step 3: Mengtsi nama investigator | Step 4: Mencelak sural tugas.

dan jangke wakiu invesligasi

Step 5: Staf Subbag TU

menyampaikan hasil cetak surat

tugas untuk diparaf oleh Inspekiur,

kemudian mengirimkannye kepada

Inspektur Jenderal.

ALTERNATE COURSES: Alt-Step2: Bila investigator semuanya sedang berlugas, sysiem akan
memberitahukan list investigator yang segera selesai wgas-tupasnya
diurutkan dari yang terdekat terlebih dulu. Sistem memberitahu Inspekiur
bahwa surat tugas dalam posist “pending”.

Alt-Step4d: Bila sistem gagal mercelak surat fugas, sistem akarn
memberitahu kepada Inspektur bahwa surat fugas gagal dicetak. Inspekiur
akan menugaskan staf Subbag TU wniuk membuat sural tugas secara
meanual.

CONCLUSION: Selesai bila Inspektur Jenderal telah menandatangani surat (ugas.

POST-CONDITION: Auditor telah menerima sural tugas dari Inspektur Jenderal.

BUSINESS RULES: Investipator hanya dapat menerima satu sural tugas dalam suatu jangka
waklu penugasan.

IMPLEMENTATION Layar tampilan dan proses input harus user friendly. Inspektur tidak perlu

CONSTRAINTS AND mengisi inpul denpan mengetik, tetapi hanya memilih, baik itw nama

SPECIFICATIONS: investigator, tanggal-bulan-tahun, judul kasus pengaduan, dan nama-nama
pihak-pihak yang lerlibat.

ASSUMPTIONS: Auditor yang terdapat dalam list dalam keadaan sehat dan tidak terhalang
melakukan audit investigasi.

OPEN ISSUES: Perlunya pelatihan bagi Inspekiur untuk dapat menggunakan sistem

dengan baik,
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4. Narasi USE-CASE Melaporkan Hasil Investigasi

USE-CASE NAME: Laporkan Hasil Investigasi USE-CASE Type :
Business Requirements
USE-CASE ID: SIPAT-04
PRIORITY: High
SOURCE: Requirement SIPAI -- R04
PRIMARY BUSINESS ACTOR: | Audilor
OTHER PARTICIPATING Staf Subbag TU
ACTORS:
OTHER INTERESTED Inspektur
STAKEHOLDERS:
DESCRIPTION: Digunakan oleh Auditor untuk melaporkan hasil investigasi.
PRE-CONDITION; Auditor telah menyelesaikan audit invesligasi.
TRIGGER: Dilaksanakan bile konsep Laporan Hasil Invesligasi dan Surat Hasil
Investipasi {elah dibuat.
TYPICAL COURSE OF Actor Aclion: System Response
EVENTS::
Step I: Auditor memasukkan sural | Step 2: Mcmberikan homor
nomor tugas ke dalam sistem. pendaflaran konsep LHI dan SHI.
Siep 3: Auditor mencetak nomor Step 4: Tidak ada respen yang
pendaflaran konsep LHI dan SHI, diharapkan dari step 3.
menyertakannya dalam map )
konsep LHI dan SHI yang telah
disc, lalu menyampaikannya ke
Inspektur melalui Staf Subbag TU.
Step 5: Inspektur membaca konsep | Step 6: Memberikan nomor LHI
LHI dan ST, bila perlu perbatkan | dan wnggalnya.
dikembalikan kepada Auditor, bila
sudah seluju maka LHI
ditandatangani dan SHi diparaf.
Inspekiur menekan tombol seluju,
Step 7: Staf Subbag TU Step 8: Tidak ada respon yeng
mengirimkan LHI dan konsep SHI | dikarapkan dari step 7.
kepada Inspektur Jenderal.
Step 9: Staf Subbag TU menerima | Step 10: Memasukkan database
arsip LHI dan SHI dari Inspekiur LHI dan SHI ke dalam kiasifikasi
Jenderal dan mengentri nomor SHI | untuk dipantau tindak [anjutnya.
dan tnggalnya.
ALTERNATE COURSES: Alt-5tep2: Bila sistem pagal memberikan nomor pendaflaran, maka

auditor memberikan nomor sendiri dan mencalat tanggal dap wektu
konsep LHI dan SHI diserahkan kepada Inspektur.
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Narasi USE-CASE Melaporkan Hasil Investigasi (lanjutan)

All-Siep6: Bila sistem gagal memberikan nomor LHI, Staf Subbag TU
mencari informasi nomor LHI terakhir, lalu memberikan nomer
berikulnya sebagai nomor LHI. Bila sistem kembali normal, Staf Subbag
TU mencocokkan kembali dengan nomor yang diberiken oleh sistem. Bila
tidak cocok maka dilakukan perbaikan seperlunya.

Alt-Siepl@: Bila sistem gagal mengklasifikasikan LHI dan SHI yang
telah selesai ke dalam laporan yang harus ditindoklanjuti, Staf Subbag TU
mengupdale database laporan yang harus ditindaklanjut.

CONCLUSION: Selesai bila Inspekiur Jenderal telah menandatangani SHL

POST-CONDITION: LHI dan SHI dikirimkan kepada Audilan.

BUSINESS RULES: Satu ST bisa terdiri dari saw atau banyak LLHI dan SHI, dan saru LHI bisa
terdirt dari banyak ST.

IMPLEMENTATION Layar lampilan dan proses inpul harus user friendly. Auditor tidak perlu

CONSTRAINTS AND mengisi inpul dengan mengetik, tetapi hanya memilih nomor ST yang

SPECIFICATIONS: telah disediakan. Inspekur tidak perlu mengisi input dengan mengetik
lelapi hanys menekan tombaol.

ASSUMPTIONS: Staf Subbag TU segera mengirimkan LHI dan SHI vang (clah
ditandatangani/diparaf kepada Inspekiur Jenderal.

OPEN ISSUES: Perlunya pelatihan bagt Inspeklur untuk dapal menggunaken sislem

dengan baik.

5. Narasi USE-CASE Memantau Tindak Lanjut

USE-CASE NAME: Pantau Tindak Lanjui USE-CASE Type :
Business Requirements

USE-CASE ID: SIPAL-05

PRIORITY: High

SOURCE: Requircment — SIPAT R05

PRIMARY BUSINESS ACTOR: | Pelugas Pemanlau Tindak Lanjut

OTHER PARTICIPATING Anditan

ACTORS:

OTHER INTERESTED Inspekiur

STAKEHOLDERS:

DESCRIPTION: Dipunakan olch Pelugas Pemantau Tindak Lanjutl (PPTL} untuk memaniau

tindak lanjul.

PRE-CONDITION:

LHI dan SHI telah dikirimkan kepada Auditan,

TRIGGER:

Dileksanakan bila bukti pengiriman LHI dan SHI telah diterima oleh
Pelugas Pernantau Tindak Lanjui.
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Narasi USE-CASE Memantau Tindak Lanjut (lanjutan)

TYPICAL COURSE OF Actor Aclion: System Responsc
EVENTS::
Step 1: Setiap 2 (dus) minggu Siep 2: Sistem menampilkan list
sckali PPTL menyiapkan surat rekomendasi yang belum
pemantavan tindak lanjut yang ditindaklanjuti dan mencetaknya per
dilandatangani oleh Inspektur unit eselon 1.
kepada masing-masing pengelola
tindak lanjut masing-masing unit
esclon 1. PPTL menyampaikan
kcbutuhan list rekomendasi yang
belum ditindaklanjuli.
Step 3: PPTL menyeriakan list Step 4: Tidak ada respon yang
rekomendasi yang belum dibarapkan dari sfep 3.
ditindaklanjuti sebagai lampiran
surat Inspektur dan
mengirimkannya kepads masing-
masing unit eselon 1 Audiran.
Step 5: Audilan mengirimkan Step 6: Sistem mengklasifikasikan
tindak lanjut dan PPTL rekomendasi yanp telah
merekamnya ke dalam sisiem. ditindaklanjuti sebagai rekomendasi
yang Tuntas bilatindak lanjumya
hanya menyebuikan nomor dan
tanggal surat keputusan tanpa diseriai
dengan copynya dan diklasifikasikan
sebagai Tunias dengan Bukli Nyale
bila telah diserta copymya
ALTERNATE COURSES: Alt-Step2: Bila sistem gagal mencetlak list rekomendasi yang yang belum
ditindeklanjuti, PPTL langsung mengakses darabase rekomendasi yang
belum ditindaklanjuli tersebul dan mencetaknya.
Alt-StepG: Bila sistem gapgal mengklasifikasikan rekomendasi yang tclah
ditindakfanjuti sebagai rekomendasi yang tntas, PPTL mengakses
database rekamendasi yang luntas dan melakukan perubahan sesuai
kebutuhan,
CONCLUSION: Selesai bila rekomendasi ielah ditindaklanjut.
POST-CONDITION: Sistem telah dapat mengklasifikasikan rekomendasi yang telah
ditindaklanjuti sebagai rekomendasi yang telah runtas.
BUSINESS RULES: Suatu tindak lanjut tidak cukup diklasifikasikan sebapai Tuntas telapi juga
diusahakan agar sampai kepada status Tuntas Dengan Bukti Nyata,
IMPLEMENTATION Layar {ampilan dan proses input harus user friendly. Dilakukan pembedann
CONSTRAINTS AND warna antara status Tuntas dan status Tunias Dengan Bukti Nyata.
SPECIFICATIONS:
ASSUMPTIONS: Layar komputer mendukunp digunakannya warna dalam pembagian Tuntas
dan Tuntas Dengan Bukti Nyata
OPEN ISSUES: Pentingnya pelalihan bagi Petugas Pemaniau Tindak Lanjut dalam

berinteraksi dengan sistem.
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6. Narasi USE-CASE Membuat Laporan Manajemen

investigasi (laporan manajemeny).

USE-CASE NAME: Buat Laporan Maongjemen USE-CASE Type :
Business Requiremenis

USE-CASE ID: SIPAI-D6

PRIORITY: High

SOURCE: Requirement —~ SIPAI RO6

PRIMARY BUSINESS ACTOR: | Kasubbag TU

OTHER PARTICIPATING Inspekiur

ACTORS:

OTHER INTERESTED Inspektur Jenderal

STAKEHOLDERS: ’

DESCRIPTION: Digunakan oleh Kasubbag TU menyiapkan laporan pengelolaan audit

PRE-CONDITION:

Kegialan pelaksanaan audit investigasi baik berupa terkail pengaduan
maupun pelaksanaan audit dan pelaporannya telah berjalan,

dalam daiabase.

TRIGGER: Dilaksanakan bila telah memasuki tangpal | bulan berikuinya,
TYPICAL COURSE OF Actor Action: System Response
EVENTS:
Step 1: Setiap 1 (satu) bulan Step 2: Sistem menghitung jumlah
sekali, Kasubbag TU menyiapkan | pengaduan yang diterima, jumlah
alaporan pengelolaan audit hasil kajian atas pengaduan, jumlah
investigasi, penerbitan surat tugas, jumlah LHI,
jumlah rekomendasi, dan jumlah
tindak lanjut.
Stepr 3: Kesubbag TU memeriksa | Step 4: Sistem mencetak laporan
apakah dala-data yang telah pengelolaan audit investigasi.
ditampilkan oleh sislem adalah
data yang up fo date. Bila belum
tip fo date, maka Kasubbag TU
memperbaiki. Bila sudah up (o
date, maka Kasubbag TU
mencelak laporan lersebut.
Step 5: Kasubbag TU Step 6 Tidak ada respon yang
mengirimkan laporan pengelolaan | diharapkan dari step 5 ini.
audit investigasi tersebut kepada
Inspektur mavpun Inspekiur
Jenderal,
ALTERNATE COURSES: All-Step2: Bila sistem gagal menghitung jumlah-jumlah ersebut,

Kasubbag TU langsung mengakses dafabase-database yang ada dan
melakukan perhitungan dengan melalui fasilitas query yang terdapat di
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Narasi USE-CASE Membuat Laporan Manajemen (lanjutan}

Alt-Stepd: Bila sislem pagal mencelak laporan pengelolaan audit
investigasi, Kasubbag TU langsung menpgakses datebase-database yang
ada dan melakukan perhitungan dengan fasilitas guery yang terdapat di
dalam darabase dan melakukan pencetakan dengan fasilitas prine yang
terdapal dalam database. .

CONCLUSION: Sclcsai bila laporan pengelolaan audit investigasi yang telah dicelak fclah
diterima oleh Inspektur dan Inspektur Jenderal.

POST-CONDITION: Sistem ielah dapat mencetak laporan pengelolaan audil investigasi tersebut,

BUSINESS RULES: Laporan tersebul disajikan dengan format tampilan yang baik apar hal-hal
yang perlu mendapat perhalian segera bisa lebih terlibat dengan mudah,

IMPLEMENTATION Format tampilan laporan terscbut perlu memperiimbangkan penggunaan

CONSTRAINTS AND warna untuk memabantu menampilkan data dengan lepat.

SPECIFICATIONS:

ASSUMPTIONS: Printer yang digunakan dapat mencetak {ulisan berwarna.

OPEN ISSUES: Pentingnya pelalihan bapi Kasubbag TU untuk menggunakan akses

langsung ke database.
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DFD Level 1 Proses Terima Pengaduan
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Pengadu valid

pegawai yg
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‘ Pengaduan - B TU
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DED Level 1 Proses Kaji Pengaduan
DS Pengaduan
N
; Materi i
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DED Level I Proses Terbitkan Surat Tugas

o7 N —
)/ \\.
! B .
Konsep-ST Persetu) . Parsetujuan 5T
- - juan
Kasubbag TU |\ Penerbitan ) C e - Inspektur
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LHI
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| baru \\_

~—" Dala Flekomenda;l
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DFD Level I Proses Pantau Tindak Lanjut

DS Rekomendasi I
o o 5.1 T .
.-/P,erilu;a N Surat Tindak-Lanjul Auditan
{ rekomendasi V4~ — -
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. Y Tindak
S — 3 it )
Dala Audilan ¢ \l\d?[uu ’,,/ FPTL  Data-Tingak-Lanjul
Tipdak Lanjul’ ] 0 lengkap
DS Tindak Lanjut DS Auditan DS PPTI.
) T A ) e A —
/ s.z\ ]
Audilan valid 7 BREIELT | valid
7 5 Kasubbag
Validasi dato -~
Data-Tindak-Lanjut valid { Tindak < iy
] Lagjut Tangqal terima
DFD Level I Proses Buat Laporan Manajemen
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Spesifikasi Proses

1. Spesifikasi Proses Terima Pengaduan meliputi :

Periksa kelengkapan dan enftri data pengaduan

Validasi data pengaduan

Step 1

Step 2

Step 3

B Step 4

Step 5

Terima pengaduan dari pengadu berupa surat, e-mail, fax, ataupun
telepon.
Jika pengaduan berupa telepon maka
Siapkan blanko formulir untuk mencalat informesi yang
diberikan pengadu.
Lain dasi itu,
Lanjutkan ke step berikutnya.
Periksa kelengkapan materi pengaduan, meliputi data pengedu, data
pegawai yang diadukan, dan daie pengaduan. g
Pastikan bahwa data yang harus ada {not allowed nulls) tersedia
Jika dala yang harus ada tidak tersedia maka
Hubungi pengadu untuk mendapatkan data yang dibutuhkan
Jika data lersedia, |
Lanjutkan ke step berikutnya.
Klasifikasikan jenis kasus dari pengaduan yang diterima
Enir data-dala pengaduan yang diterima.
Rekam data-data pengaduan ke dalam data store pengadu, pegawal
yang diadukan, dan pengaduan,

i Pengaduan

Datn pengaduan

Pengadu, Petugas Penerime Pengaduan
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Step 1 Data yang telah dientri, kemudian diperiksa kembali,
| Jika perlu perbaikan maka
Perbaiki.
Lain dari ity,
. Lanjutkan ke sfep berikutnya.
Step 2 Updale data-data pengaduan yang lelah valid ke dalam data store
. pengadu, pegawai yang diadukan, dan pengaduan,

2. Spesifikasi Proses Kaji Pengaduan
Periksa materi pengaduan dan entri disposisi

Laporkan hasil kajian

2.1

Siep 1 Baca materi pengaduan,
{| Step2 Entri disposisi,
Jika pengaduan tidak menyangkul pelanggaran hukum atau kode
elik yang serius maka
Disposisikan ke Kasubbag TU untuk disimpan
Jika bukan,
Disposisikan ke Auditor dan lanjutkan ke step berikutnya.

Disposisi

Hasil Kajian
DIKH
Inspektur, Kasubbag TU
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2.2,

Step 1 Baca disposisi yang telah dientri,
y| Siep2 Formulasikan medus operandinya.
Step 3 Dapatkan peraturan/hukum atau kode etik yang lerkail dengan kasus
yang terdapat dalam pengaduan.
Tika tidak terdapal pelanggeran tethadap peraturan/hukum atau kode
citk maka
Simpulkan bahwa pengaduaen tidak layak ditindaklanjuti dengan
audit -
Jika tidak,
Simpulkan bahwa pengaduan layak untuk ditindaklanjuti dengan
audit,
Step 6 Entri hasil kajian
Step7 Rekam dara hasil kejian ke dalam data store DIKH.

Disposisi

Hasil Kojian
DIKH

Auditor
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3. Spesifikasi Proses Terbitkan Surat Tugas
Persetujuan penerbitan Surat Tugas

Cetak Surat Tugas

3l

Step | Baca hasil kajian,
Step 2 Entri persetijuan untuk dilakukan audit,

Hasil Kajian
Sural Tugas
DIKH

| Inspektur

32

Step 1 Periksa hasil kajian,
Tika hasil kajian adalah pengaduan tidak layak audit maka
Dapatkan adanya perintah langsung dari Irjen
Tike ada maka
Entri dala sumat tugas dan print konsep surel tupas sebapai
dasar dilakukannya audit
Lanjutkan ke step 4
Jika tidak ada,
Tidak perlu diterbitkan surat tugas uniuk melakukan audit.
Jika hasil kajian adalah pengaduan layak audit,
Baca persetujuan Inspektur yang telah dientri
Jika setuju maka
Entri data surat (ugas dan prinf konsep surat ugas sebagai
dasar dilakukan andif.
Lanjutkan ke step 4.
Jika tidak setuju,
Tidak periu diterbitkan surat tugas untuk melakukan audit.

Step 2 Rekam data-data ke dalam dara store Sural Tugas dan Audiror.

§l Step 3 Dapatkan tanda tangan dari Inspektur atas konsep Sural Tugas yang
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8| Srep4  Kirim Surat Tuges kepada Anditor.

telah di-print.

* Untuk Iebih memahami proses yang terkait dengan step 1, kami serlakan

Decision Table setelah table ini.

Hasil Kajian

B DIKH

Inspektur, Kasubbag TU, dan Auditor

RULE ] RULE?2 RULE 3 RULE 4

audit

Al; Dilerbikan surat tugas
sebagai dasar melakukan

A2: Tidak perlu diterbitkan X X
surat tugas karena fidak
perlu difakukan audit.

4. Spesifikasi Proses Laporkan Hasil Audit

Penerbitan LHI

Penerbitan SHI
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3| Step 1 Dapatkan keterangan/pengakuan dari pegawai yang diadukan
maupun bukti-bukii pendukung lainnya.
’ Step 2 Laporken hasil audit
Jika tidak dapat dibuktikan kebenaran pengaduan maka
Buat simpulan lanpa rekomendasi
Jika dapat dibuktikan kebenaran pengaduan
Buat simpulan beseria rekomendasi
: Kirimken konsep LHI kepada Inspektur
i Srep3 Baca konsep LHI yang 1elah dikirim oleh Auditor
Jika konsep LHI perlu diperbaiki maka
Kembalikan kepada Auditor
Jika konsep LHI tidak perlu perbaikan
Tands tangani konsep LHI tersebut.

Step 4 Entri nomor dan langgal atas LHI yang dilerbitkan

Step 5 Rekam nomor dan tanggal LHI ke dalam data srore LHI/SHI

Konsep LHI

§| LHI

- LHI/SHI

fnspcktur, Kasubbag TU, dan Auditor

4.2

Step 1 Bila. LHI 1elah disetujui, buat kensep SHI.
Step 2 Baca konsep SHI yang telah dikirim oleh Auditor
Jika konsep SHI perlu diperbaiki maka
Kembalikan kepada Auditor
Jika konsep SHI tidak perlu perbaikan
Tanda tangani konsep SHI tersebur.
g Step 4 Entri nomor dan tanggnl atas LHI yang diterbitkan

Step 5 Rekam nomor dan tanggal SHI ke dalam dara store LH/SHIL

Konsep SHI

SHI

LHI/SHI

Inspektur Jenderal dan Inspekiur
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Spesifikasi Proses
1. Spesifikasi Proses Terima Pengaduan meliputi :
1.1. Periksa kelengkapan dan entri data pengaduan

1.2. Validasi data pengaduan

1.1,

Step 1 Terina pengaduan dari pengadu berupa sural, e-mail, fax, alaupun
telepon,
Jika pengaduan berupa telepon maka
Siapkan blanko formulir untwk mencalat informasi  yang
diberikan pengadu.
Lain dari itu,
l.anjutkan ke srep berikutnya.
Step 2 Periksa kelengkapan matert pengaduan, meliputi dala pengadu, data
pegawai yang diadukan, dan data pengaduan.
Pastikan bahwa data yang harus ada (ner aflowed nudls) lersedia.
Jika dala yung harus ada tidak tersedin maka
Hubungi pengadu univk mendapatkan data yang dibutulikan
Jika data (ersedia,
[anjutkan ke srep berikulnya.
Srep 3 Kiasifikasikan jenis kasus dari pengaduan yang diterima
Step 4 Enlri data-data pengaduan yang diterima,
| Step 5 Rekam data-dala pengaduan ke dalam data srore pengadu, pegawai

yang diadukan, dan pengaduan,

Pengaduan

Dala pengracluan

‘| Pengadu, Pengaduan

I'engadu, Petupas Penerima Pengaduan
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1.2

Jika perlu perbaikan maka
Perbaiki.
Lain dari ity,

Lanjutkan ke srep berikuinya.

~| Step 1 Dala yung telah dientri, kemudian diperiksa kembali.

2| Step 2 Updute data-dala pengaduan yang Lelah valid ke dalam dara store

pengadu, pepawai yany diadukan, dan pengaduan.

)| Pengaduan

1 Dala pengaduan

Penpadu, Pengaduan

: Kausublyag TU

2. Spesitikasi Proses Kaji Pengaduan
2.1. Periksa materi pengaduan dan entii disposisi

2.2. Laporkan hasil kajian

| 2.1
:| Step | Baca maleri pengaduan,
Siep 2 Entri disposisi,
Jika penpaduan Lidak menyangkul pelanggaran bukum atau kode
clik yang serius maka
Disposisikan ke Kasubbag T unluk disimpan
Jika bukan,

Disposisikan ke Auditor dan lanjutkan ke slep berikutnya.

Disposisi

Hasil Kajian

| DIKH

[nspekior, Kasubbag TU
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Baca disposisi yang lefab dientyi,
Formulasikan modus operandinya.
Dapatkan peraturan/hukum atau kode etk yang terkail dengan kasus
yang lerdapat dalam penpaduan,
Jika tiduk lerdapat pelanggaran terhadap peraturan/hukum atau kade
etik maka
Simpulkan bahwa pengaduan tidak layak ditindaklanjuti dengan
audil
Jika tidak,
Simpulkan bahwa pengaduan lnyak untuk ditindakianjuti dengan

audil,

Step 6 FEniri basil kajian

Step 7 Rekam data hasil kajian ke dalam dala store DIKIIL

Disposisi

Hasil Kajian

DIKH

Audilor
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3. Spesifikasi Proses Terbitkan Surat Tugas
3.1. Perselujuan penerbitan Surat Tugas

3.2. Cetak Surat Tugas

3.1

Step 1 Baca hasil kajian,

Step 2 Entri persetujuan unrluk dilakukan aadil,

Hasil Kajian

Surat Tugas

“| DIKH

Inspekiur

3.2

Step 1 Periksa hasil kajian,
Jika hasil kajian adalah pengaduan tidak layak audit maka
Dapatkan adanya perinlah langsung dari Irjen
Jika ada maka
Entri data sural lugas dun print konsep sural [upgas sebagai
dasar dilakukannya audil

Lanjutkan ke srep 4

Jika tidak ada,
Tidak perlu diterbitkan sural lugas untuk melakukan aodil.

Jika hasil kajian adalah pengaduan layak audil,

Baca persetujuan Inspekiur yang lelah dientri
Jika setuju maka
Entri data surat lugas dan prins konsep sueral [ugas sebagai
dasar dilakukan audil,
Lanjutkan ke yiep 4.
Jika tidak setuju,
Tidak perlu diterbitkan surat tugas uniek melakukan audin.

£ Srep 2 Rekam data-data ke dalam dara srore Sural Tugas dan Audilar,

o Srep 3 Dapalkan tanda tangan dari Inspekiur atas konsep Surat Tugas yang
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lelah di-prine.

Step 4 Kinim Sural Tugas kepada Auditer.

* Untuk lebih memahami proses yang terkail denpan step 1, kami serlakan

Decision Table seieluh lable ini.

_:4_Hasil Kajian

Sural Tupas

DIKH

| tnspektur, Kasubbag TU, dan Auditor

RULE 2 RULE 3

Setuju - | T‘dak o

A e v L s

. Diterbitkan surat tugas X X
sebagai dasar melakukan
audit

A2: Tidak perlu diterbitkan X X
surai tugas karena tidak
perlu dilakukan audit.

4. Spesifikasi Proses Laporkan Hasil Audit
4.1. Penerbitan LHI

4.2. Penerbitan SHI
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4.1

Step | Dapatkan keteranpan/pengakuan dari pegawai yung dindukan
maupun bukii-bukti peodukung lainnya,
Srep 2 Laporkan hasil audit
Jika tidak dapal dibukiikan kebenaran pengadoan maka
Bual simpulan 1anpa rekomendasi
Jika dapat dibukltikan kebenaran pengaduan
Buat simpulan beserla rekomendasi
Kirimkan konsep LHI kepada Inspekiur
Step 3 Baca konsep LHI yang telah dikicim olel Auditor
Jika konsep LHI perle diperbaiki maka
Kembalikan kepada Audilor
Jika konsepy LHI tidak perlu perbaikan
Tanda tangani kensep LHI 1ersebul,

Step 4 Eniri nomor dan’langeal atas LHI yang dilerbilkan

I Step 5 Rekam nomor dan tangpal LHI ke dalam dara stere LHI/SHL

Konsep LHI

LHI

LI/SHT

Inspekiur, Kasubbag TU. dan Auditos

4.2

":| Srep 1 Bila LHI tetah disetujui, buat konsep STII.
Step 2 Baca konsep SHI yang telah dikirim oleh Audilor
Jika konsep STII perlu diperbaiki maka
Kembalikan kepada Audiloc
Jika konsep SUT lidak perlu perbaitkan
Tanda tangani konsep SHI terschut.

e Step 4 Enlri nomor dan tanggal ales LITE yang diterbitkan

Srep 3 Rekam nomor dan tanggal SHI ke dalam date store LHI/SHIL

Konsep SHI

o T
0 e e ) SHI
’al-%’_a-:b-ék_ { = 3 '-:5*' Wrrs ) :
Eabiel vate Dipin @%b LHI/SHI
PR o

ol 4

A iEhksterpalyp:Teclihat’| Inspekiur Jenderal dan Inspekiur
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5. Spesifikasi Proses Pantau Tindak Lanjut

5.1. Periksa dan Entri Tindak Lanjut

5.2. Validasi Tindak Lanjut

5.1

: Srep | Entri rekomendasi
’ || Step 2 Rekam rekomendasi ke dalam data store rekomendasi.
Step 3 Dapatkan lindak lanjut dari auditan
Jika rekomendasi ditindaklanjuti maka
Entri dan rekam linduk lanjut ke dalam data store tindak [anjul,
Jika tidak,
Print rekomendasi yang belum ditindaklanjuta
Kirimkan print ont lersebut kepada auditan

| Step4  Kembali ke step 3

Rekomendasi

2| Tindak Laajul

Rekomendasi, Tindak Lanjut

PPTL, Audilan

LA

2.

Step | Baca lagi hasil entri Tindak Lanjut
Step 2 Jika entri data masih belum sesuai maka
Lakukan validasi perbaikan

Yika tidak,

Lakukan ke srep Derikutnya

1 Srep 4 Rekam datq tindak lanjul valid ke dara srore terkait.

Rekomendasi

Tinduk Lanjut

HRETES Ry A U s

Tbeliyanp Dipunakan st

W'U:%}"Em T ,-:“ﬂi:” = .

TARE “'h-_!q;t’ef“ﬂf:"ja[f“u g ezt PPTL, Auditan
4 ey El'l'.: - <

T AT Y

bat -k g

Rekomendasi, Tindak Lanjul
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6. Spesifikasi Proses Buat Laporan Manajemen
6.1. Hitung jumlah pengaduan dan data lainnya

6.2. Cetak Laporan Manajemen

6.1

Step | Eniri pertode laporan yang dibarapkan
Siep 2 Hitunpg jumiah pengaduan yang telah diterima, jumluh pengaduan
yang lelah dikaji, jumlah hasil kajian, jumlab surat Wpas yang 1elah

diterbitkan, jumiah LHL, jumlab rekomeneasi, jumlah tindak lanjul

Penpaduan, Surat Tugas, LHE, Rekomendasi, Tindak Lanjut

i Laporan Pengelolaan Audit Investipasi

Pengaduan, Surat Togas, LHL, Rekomendasi, Tindak Lanjut

(£ Enspeklur dan Kasubbap TU

il 6.2

Step 1 Print Laporan Pengelolaan Audil Investipasi

Step 2 Kirim Laporan Pengelolaan Audit Investipasi

MFengaduan, Sury Togas, LHI, Rekomendasi, Tindak Lanjut

Laporan Penpelolaan Audit Investipasi

'lahel-ynng‘[)l j
R N O
%”eﬁmem%@

Pengaduan, Sural Tugas, LHI, Rekomendasi, Tindak Lanjut

Inspekiur dun Kasubbag TU
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Physical DIFD Level I Proses Terima Pengaduan

‘mrﬂl!an P

| dil:
Laporan .Kcriksa \\-.‘ Win2000 GUI:
Kl:lcngknpan i Pengaduan lengkop
Pengicluan__y, . _Pengadusnlongkop
 Pengaduan

\FTUGAS 7 RE.CORD
RECORD: RE(,()RD RECORD:
Pengaduan Pengadu Pegavai yg diaduy I
v -
MS ACCESS Table: MS ACCESS Table: MS ACCESS Table: ~MS ACCESS Tabie:
DS Pengaduan DS Pengadu DS Pegawai yg Diadukan DS P3
UPDATE: UPDATE: UPDATE: UPDATE:
Pengaduan valid Pangadu vald Pogavwmi yg diu‘:_fukan valid P3 vald

\ WitdoGun: |
Dala Jenis kasus | Knsubbog TU

Physical DED Level 1 Proses Kaji Pengaduan

DS Pengaduan
Dala- _____
Periksa eIt
UPDATE: Materl
Win2000 GUI: ,
Dala- DlKH baru Pengnd“aﬂ D]sposmi G Inspektur

READ:
MS ACCESS Table: — DoaDIKH
DS DIKH
Win20¢0 GUI: ;
Data-DIKH 2.2
L T \ WinZ000 GUI:
Auditor MS WORD: Lal?.[) ckan Has"l Usulan-Audil-Investigasi
' Kajian |

Hasil-Kajian
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Physical DFD Level I Proses Terbitkan Surat Tugas

/" 11 ‘\\ ‘ - —
MS WORD: Persctujuan \.. Winz000 GUI:
Konsep-ST Penerbilan Persetujuan ST
Kasubbag TU - " Sumt 'rugas 4— ——— IBSPERlur
UPDATE: . —
PETUGAS
Surat Tugas \._‘____,/
baru
UPDATE:
Audilor baru
\ 4
MS ACCESS 'Lable: MS ACCESS Tablc:
DS Surat Tugas DS Auditor
T e
1.2
READ: \ PRINT OUT:
Surat-Tugas Cetak Surat Surat-Tugas
- > Auditor
Tugas J e
Physical DFD Level 1 Proses Laporkan Hasil Investigasi
- . Win2000 GUI: Sl
= . 1.
g MS WORD: ) Persetujuan LHI R
Audilor -
Konsep-LHI —]
= 000 Pencrhitan
) LHI MS WORD:
Konsep SHI S
UPDATE: : \ GAS PoF
LHI baru ——— Data Rekemendasi
haru
PRINT MS§ ACCESS Table: MS ACCESS Tablc:
oUT: DS LHUSHI DS Rekomendasi
LHI
B 4 'RINT QUT: Inspektur
L SH' | Jenderal
T Auditon |
Lampiran 4 -2
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Physical DIFD Level I Proses Pantau Tindak Lanjut

MS ACCESS Table:

DS Rekomendasi s SURAT:
Surat Tindak-Lanjut Auditan

READ:
Daa-Rekomendasi
S —— EntriTindak WINZO00 GUI:

RECORD: ———1 Lamjut /s TindakLanjut lengkap \——— ——
Data-Tindak-Lanjut RECORD: X "PETUGAS RECORD:
Auditan . '
o PPIL

M8 ACCESS Tablc: .y
MS ACCESS Table:

DS Tindak Lanjut MS ACCESS Table:
I — DS Auditan DS PPTL

N o T AUPDATE: F—‘L _
UPDATE: ’ PRIL
Yalidasi data Kasubbag

Periksa dan

UPDATE; Audlian /= V¢ o
Data-Tindak-Lanjut vaid — ——| 1indak 4- — TUu
Lanjut \WIN2000 GUI:

Tanggal tenma

VISUAL BASIC

Physical DFD Level I Proses Buat Laporan Manajemen

READ:
-Dala Surat Tugas z
MS ACCESS Table: — mpap,  MSACCESSTable:

DS Surat Tugas Dgt—._ DS LHI

. J— a — -
B o LHI READ:

MSACCIORF — - Data Rekemendas) . M§ ACCESS Table:

6o Daa -——
DS DIKII DS Rekomendasi_

Hasil Kajian

e WHEAD: /'ﬁx : "oy
'Pgshpicﬁbﬁ::; te:_DelaPeangaduan__y, /Mitung Jumla \iJl BtaTindak Lonju NS4 CEESS Table:

—engact '!‘ellrll’gn:\cllm:a dan'§———————————DNS§ Tindak Lanjul

' jumlsh da el =" i

. lainnya

Kasubbag TU g ~ \VISUAL BASIC

. Win2000 GUI
Hasil perhiungan

WIN200D GUI:
Periode Laparan ’

WIN20GD GUI: i
Perselujuan
Laporan

[agdlenen Inspektur

PRINT OUT:

Laporan ’
Manajemen Inspekiur

- -y Jenderal

CRYSTAL REPORT:

_ Laporan

Bahan Laporan Manajemen * Manajémen
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Input: Entri Penerimaan Pengaduan

B SmAL Calel enerimaan Pengaduan

- langgal_Teroma
M Kooe_Prngaduan
Uralan_Pengodusn
’ Joras_Mesus

Pengacu 8
leramnic: |9

'
-

.7

INSPEKTORAT
BIDANG
INVESTIGAS!
ITJEN DEPKEU

Rl e o pevian [ Perasis [ieioom s

md.[E]{ I'_;_ﬁjEIthH’

T m..‘:, ﬂmm.m_ ,.z‘ml

et [00) €3] v e CRERRSTTEEE

INSPEKTORAT
BIDANG
INVESTIGASI
ITJEN DEPKEU

FORMULIR PENERIMAAN PENGADUAN

Tanggal Terima:

Kode Pengaduan:

Uraian :
Jenis Kasus ;

Pengadu:

Yang Diadukan:

Lampiran 5 - 1
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Input: Validasi Data Pengaduan

ES 5IPAL: Validasi Data Penpaduan

bl tanggal_Terima l]ﬂl]lm
’ #|[ode_Pengaduan _
B (uraian_pengaduan pemerasan_

INSPEKTORAT
BIDANG
INVESTIGASI

i |TJEN DEPKEU

. >

Pangadu
Torwkhir:

INSPEKTORAT
BIDANG
INVESTIGAST
ITJEN DEFKEU

mmm—“_:lf ’
Tonggal D) o
thsposisi_| Impl:klul

e e L e L E S

e

o

.
?}; Hode_Inspokiur
| X _ '

. .
g ode H.asuhhun (1] - e -
5 o . .
o N R
Ao 1] €T ERA 11 L N
e e B ——

Analisis dan ...,

Dedhi Suharto, FEB Ul, 2008
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Output Formulir DIKH

INSPEKTORAT

BIDANG
INVESTIGASI
ITJEN DEPKEU

FORMULIR DIKH

Kode DIKH:
Tanggal:
Kepada :

Disposisi:

Inspektur,

Analisis dan ..., Dedhi Suharto, FEB Ul, 2008
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Input Konsep Surat Tugas

E‘:’ I{nnsup ST

INSPEKTORAT
BIDANG
INVESTIGASI
ITJEN DEPKEU

"

Reourd[_]ﬂ‘

O w08 S

INSPEKTORAT
BIDANG
INVESTIGAS]

) ITJEN DEPKEU

24l Kode_DIH

, Tehggal_DIKH

%g Disposisi_| In&.puklur ]
% kode ST T ST ' _E : .

:-=:-'-_I Hud'e nudﬂur

Lampiran 5 - 4
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Input Persetujuan ST

ER Persctujran ST

- KudeST

| Tanggal ST

1 - . . " N ~ . .
. dn_[]lml Tanggal DIRN|Disposis|_Inspekiur 1asil_Kzjion R

8 INSPEKTORAT
BIDANG
INVESTIGASI

R ITJEN DEPKEU

.- . - - N - L
- - o - - N

\J i . B " | ‘\- | B o

Lampiran 5 - 5
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Output Surat Tugas

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL
Gedung A Departemon Keuangan Lantal XI Telepon 3454234, 3810162
JI. Dr, Wahidin Ho, 1 Jakurta 10710 FalaImlil 3242574
P.0, Box 2002 ’ wobsltn  www,lljon depkou.qs,(d
SURAT TUGAS
Nomor: 8T-......... JFF200X

Inspektur Jenderal Departemen Keuangan memberi tugas kepada:

Nama Jabatan
1 e W Pengendali Teknis
NIP .

2y HEmEmET | e . . B lEetud Tim
T . '

3 ieiieeesieeeeen.. Anggota Tim

NIP .
untuk melakukan Audit Investigasi atas ... e
Tugas dilaksanakan tanggal ............... 8. eeereeieen . 200X

Seluruh pelaksanaan tugas tersebut menjadi beban Inspektorat Jenderal Departemen

Keuangan.

Jakarta, ... 200X
Inspektur Jenderal

Lampiran 5 - 6
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Input Entri LHI dan Rekomendasi

B Sieal: Coiel LI dan Rehomendas]

INSPEXTORAT

GIDANG
/ INVESTIGASI
ITJEN DEPKEU

o
* o " h » .
Kode Mxomenies [Kaoe Yarg Disiorsn

. T 1 H:

' | e e
N L0 V300 - P8 el e 4 s b
Output Daftar Rekomendasi Dalam LHI
INSPEKTORAT
BIDANG
INVESTIGASI
ITJEN DEPKEU
DAFTAR REKOMENDASI DALAM LHI
Kaode LHI:
Tanggal LHI:
Kode Pengaduan :
Kode ST :
Rekomendasi: Kode Rekomendasi Kade Yp Diadukan Uraian Kesalehan — Jenis Sankst [Hukuman

Lampiran 5 - 7
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Input Entri TL atas Rekomendasi

Bﬂ SIPM Entri TL alas Rckumundasl

INSPEKTORAT
- - . INVESTIGASI
| ITJEN DEPKEU

X Hodo_Rekomendasi [ ] - . : . K . )
. M Hodp Tirldakl.amu! Uraian, 'llndak Lﬂn]ul Hudc Auditan Kudc PPT

st . . ° be * N E

M et Y
AR T

- _.-"-
— .
[l
-
[}
e K
- .
g = -
I =
Y
;

#

SR el s,

Output Daftar Tindak Lanjut Atas Rekomendasi

INSPEKTORAT
BIDANG

INVESTIGASI
ITJEN DEPKEU

DAFTAR TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI

Kode LHI:

Kode Yg Diaduken:
Kesalahan :

Kode Rekomendast
Tindak Lanjut:

Kode TindakLanjul ~ Uraian TL Kode Audilan Kode PPIL

Lampiran 5 - §

Analisis dan ..., Dedhi Suharto, FEB Ul, 2008



Input Validasi Data Tindak Lanjut

& SIPAL Yalidanl Bala Tindak Lanjut

INSPEKTORAT
BIDANG
INVESTIGASI

(C— Xid | roen oepxceu

) Hode_‘fann_l]laduhr_
i e ST
B [oae_Revomendas R .

Dratschz = Y]

el

IL Terakziv - (R

-

T TR« (SR

g 5N

smd:[md :d‘s'”:

Input Periode Laporan

INSPEKTORAT
BIDANG

INVESTIGASI
ITJEN DEPKEU

LAPORAN PENGELOLAAN AUDIT INVESTIGASI

Jumlal s.d. bulan ini

Junlah bulan ini

Jumlah s.d.

bulan lalu

Pengaduan :

Hasil Kajian :

Surat Tugas :

LHI/SHI

Rekomendasi

Tindak Lanjut

Lampiran 5 - 9
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DOKUMENTASI ALIRAN DATA

l

| Laporan Pengaduan

Data yang dikirim olch Pengadu berupa laporan pengaduan.,

Pengaduan= kode pengaduan+langgal +uraian pengaduan

12

Pengaduan lengkap

Laporan pengaduan yang telah diperiksa olch Petugas Pencrima Pengaduan

dan telah dientri ke dalam sistem

Pengaduan valid= kode_pengaduan+langpal +uraian pengaduan

3

Data Jenis Kasus

Dalta yang dientri oleh Kasubbag TU ketika melakukan validasi.

| Data Jenis Kasus=[ KKN|Pclanggaran Kode Etik|Lain-lain]

TR A1
E‘n‘ wF 4

HAL T ]
inééﬁﬁ‘ Pengadu valid

Data Pengadu yang lelah divalidasi oleh Kasubbag TU disimpan dalam data
store Pengadu,

Pengadu valid = kode_pengadu+nama_pengadu+alamal_pengadu

+lelepon+email

2

Pepawai Y Diadukan valid

Pegawai yang Diadukan yang tclah divalidasi oleh Kasubbag TU disimpan

H| datam data store Pepawai Y, Diadukan.

| Pegawai Yy Diadukan valid = kode_pegawai_yg_diadukan+nama +NIP

%] +nama kantor

Lampiran 6 - 1
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6

Pengaduan valid

Data Pengaduan yang telah divalidasi oleh Kasubbap TU disimpan dalam

dara store Pengaduan.

Pengaduan valid= kade_pengaduan+ianggal +uraian pengaduan

7

P3 valid

P3 yang lelah divalidasi oleh Kasubbag TU disimpan dalam data siore P3.

li;u:'f iz

JD““ d

| P3 valid= nama_Petugas+nip Pelupas

8

7| Data Pengaduan

Data Pengaduan yang telah disimpan dalam dafe store Pengaduan unluk

: digunakan dalam proses Kaji Pengaduan.

=4t Data Pengaduan = kade _pengaduan+anggal +urajan_pengaduan

%\ﬁf_\. ~or

9

| Disposisi

:| Disposisi yang diberikan oleh Inspekiur

1 _Disposisi = Disposisi + Tanggal

10

£¥] Dala DIKH

‘Gabungan data antara data pengaduan dengan disposisi Inspeklur yang

{1 ditujukan kepada Auditor atau Kasubbag TU.

| Data DIKH = uraiun pengaduantkode DIKH+Tanggal + Disposisi

11

Hasil Kajian

Hasil kajian yang dilakukan oleh Auditor.

1 Hasil Kajian = Hastl Kajian

Lampiran 6 - 2
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12

Data DIKII baru

;| Gabungan data anlara data pengaduan dengan dispusisi Inspeklur yang

ditujukan kepada Auditor atau Kasubbag TU yang telah dientri ke dalam

-| sistem dan disimpan dalam data store DIKII.

“i+- ¢ Data DIKH baru = uraian_pengaduan+kode_DIKH+Tangpal +Disposisi

13

Usulan Audit Investigasi

Usulan audit investipasi yang dihasilkan dari hasil kajian oleh Auditor.

{ Usulan Audil Investigasi = [Layak Dilakukan AuditfTidak Layak|

| 14

DA

Perselujuan ST

Persclujuan Inspeklur atas usulan audil investigasi untuk diterbitkan ST

i Persctujuan = [Sewju Diterbitkan Sural Tugas|[idak Sciuju]

415
o

Konsep Surat Tugas

REE
F IR T
“Deceri hon:-‘:.’ﬁr

3 Konsep surat tugas yang dibuat oleh Kasubbag TU.

| Konscp Sural Tugas = Kode_ST+Tanggal+Uraian Penugasan Audit

16

Sural Tugas

Sural lugas yang diserahkan kepada Audilor dasar untuk melakukan audit

investipasi.

] Sural Tugas = Kode ST+Tanggal+Uraian Penupasan Audit

T e
A h

i 17

| Sural Tugas baru

H
i

+ Data Sural tugas yang (ctah dientri ke dalam sisiem dan disimpan dalam data

| store Surat Tugas.

A s
i T kﬁi%{ﬁ%
ARSI CLu et a2 e

)

Surat Tugas baru = Kode ST+Tanggal+Uraian Penugasan Audit

Lampiran 6 - 3
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18

Auditlor

Auditor yang terkait dengan sural tugas telah dientri ke dalam sistem dan

disimpan dalam data store Audilor.

7| Auditor=nama_Audilor+nip Awditor

I e

2'?;3 ﬁ%ﬁﬁ.‘,

19

~—.I—
D "_n:u

Konsep LI

Konsep LHI yang dibual olch Auditor setelah melakukan audil invesligasi

Konsep LHI = Simpulan Audil + Usulan Rekomendasi

20

Persclujuan LHI

| Perselujuan Inspektur atas konsep LHI yang lelah dibuat oleh Auditor.

| Komsep SHI merupakan ringkasan dari LHI yang lelah disetujui Inspekiur.

Konsep SHI =

Simpulan Audil + Usulan Rekomendasi

wﬂu

@:ﬁ

22

Persetujuan SHI

Persetujuan  Inspektur  Jenderal atas konsep SHI yang disampaikan

kepadanya.

~| Perselujuan SHI= [Setuju Dilerbilkan SHIfTidak Seluju]

| LHI/SHI baru

% Laporan hasil invesligasi yang telah disetujui olch Inspekiur dan alau sural

hasil investigasi yang tclah disetujui, yang telah dientri ke dalam sistem dan

i disimpan dalam data store LHI/SHIL

LHY/SHI baru = Kode_LHI+Tanggal LHI+ Nama_Inspektur+Nip_Inspektur+

] Kode SHI+Tanggal SHI+Nama Irjen +Nip Irjen

Lampiran 6 - 4
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| 24

Wakiu Penyelesaian

Waktu penyelesaian LHI per Auditor yang telah dieniri ke dalam data store
Audilor-LHI.

Waklu_Penyelesaian = *penyelesaian satu LHI unluk masing-masing
Auditor*

25

SHI

Sural hasil invesligasi yang telah ditandatangani oleh Inspektur Jenderal.

SHI = Kode SHI+Tanggal SHI

26

LI

Laporan hasil investigasi yang telah ditandatangani oleh Inspektur,

LHI = Kade LHI+Tanggal LHI

27

Data Rekomendasi baru

Data rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil investipasi yang telah

dientri ke dalamn sistem dan disimpan dalam data store Rekomendasi,

Data Rekomendasi baru = Kode Rekomendasi+Uraian_Kesalahan +Jenis

sanksi hukuman

. 28

o‘s_iﬁName

=
)

Data Rekomendasi

Hin

TN
E ]
X g :
3

Dala rekomendasi yang telah disimpan dalam deafa store Rekomendasi pada

saat proses Laporkan Audit Investigasi dan digunakan untuk proses Panlau

=l Tindak Lanjut,

ehs Dala Rekomendasi = Kode_Rckomendasi+Uraian_Kesalahan +Jenis sankst

2y~ hukuman

Lampiran 6 - 5
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129

Data Tindak Lanjul

Tindakan yang dilakukan oleh Auditan atas rekomendasi yany terdapat dalam
LHI,

»| Dala Tindak Lanjut = Kode Tindak Lanjut+Urajan_Tindak Lanjut

1 30

Data Tindak Lanjut valid

| Dala tindak Janjul yang telah dikirim oleh Auditan dan telah diperiksa

%[ validitasnya oleh pelugas.

ﬁ%ﬁ‘fﬁﬁéj +4| Data Tindak Lanjut valid = Kode Tindak Lanjul+Uraian Tidak Tanjul

IR
DA oy:Number:t:

i| Data Tindak Lanjui baru

‘ﬂﬁf‘f’i%?? 2
A EIOW ANAT
L T PRt

k Data tindak lanjul yang elah dicntri ke dalam sistem dan disimpan dalam

2| data store Tindak Lanjut.

Data Tindak Lanjut baru = Kode Tindak Lanjut+Uraian Tindak lanjul

| 32

AT

| Daw PPTL

ol e

% Data PPTL yang (clah dientri ke dalam sistem dan disimpan dalam data store

5| Tindak Lanjut,

%S| PPTL = nama PPTL+nip PPTL

33

| Data auditan

4 Data Audilan yang telah dientri ke dalam sistem dun disimpan dalam data

% A
¥ Store Audilan..

Auditlan = kode Auditan+nama kantor
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34

Bahan Laporan Manajemen

Bahan Laporan Mzﬁijc.mun yang disiapkan alch Kasubbag TU

Bahan Laporan Manajemen = *Perhitungan jumlah total dari pengaduan,

hasil kujian, sural tugas, LHI/SHI, rekomendasi, mavpun tindak lanjut*

35

Perselujuan Laporan Manajemen

| Persclujuan Inspekiur atas bahan laporan manajemen.

Persctujuan Laporan Manajemen = [Setuju  Diterbitkan  Laporan

Manajemen|Tidak Setuju]

{ 36

Laporan Manajemen

e : Laporan Manajemen yang (elah disetujui olel Inspektur unluk dikirimkan

kepada [nspektur Jenderal.

Laporan Manajemen = *Perhitungan jumlah total dari pengaduan, hasil

kajian, surat wugas, LHI/SHI, rekomendasi, maupun lindak lanjut®

Lampiran 6 - 7
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DOKUMENTASI DATA STORE

1

DS Pengadu

Pengadu yang melaporkan pengaduan

Pengadu = {kode_pengadu+nama_pengadu+alamal_pengadu
{ +lclepon+email}

Kode_pengadu = *kode identitas pengadu®

Nama_pengadu = *nama individu/lembaga*®
Alamal_pengadu = *tempat tinggal pengadu®

Telepon = *nomor telepon rumah atau hp*

2

DS Pengaduan

R T
IDeSCriptionISr BE.

Pengaduan yang dilaporkan oleh pengadu

Pengadu = {kode_pengaduant{anggal lerima+uraian_pengaduan
| +Jenis kasus}

Kode_pengaduan = *kode idenlitas pengaduan®

Tanggal terima = *langgal diterimanya pengaduan®

Uraian_pengaduan = *uraian pengaduan meliputi SW+11*

Jenis kasus = *jenis kasus=[KKN|Pelanggaran Kode Etik|Lain-lain]

2 5

el
ptendds ol A

'

DS Pepawai Yang Diadukan

Pegawai Departemen Keuangan yang dilaporkan oleh pengadu

karena diduga melakukan pelanggaran

Pegawai_Yang_Diadukan = {NIP+nama +kantor}
1 NIP = *kode identitas pegawai; lerdiri dari 9 digit*
Nama = *nama pegawai Deparlemen Keoangan®

Kantor = *nama kantor unil vertikal Deparlemen Keuangan®

Lampiran 6 - 8
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4

Bt s i

=it

DS P3

Petugas Pencrima Pengaduan.

Pelugas_Penerima_Pengaduan = {NIP_Petugas+Nama_Pelugas }
NIP_Petugas = *kode identitas pelugas *
Nama_Pelugas = ¥nama pegawai yang bertugas menerima

pengaduan *

5

P T AT
3 f.ﬁﬁ%&g‘.ﬁ.’_r,_{v i :A
~Da re:Nu :
e v L,

DS DIKH

Memual disposisi Inspeklur alas pengaduan yang dilerima.

DIKH = {Kode DIKH + Tanggal + Disposisi}

Kode DIKH = *kade identilas disposisi Inspektur®

| Tanggal = *tanggal pada saat disposisi diberikan*

Disposisi = *perintah Inspekiur kepada Auditor atau Kasubbag TU

alas pengaduan yang diterima®

6

DS Surat Tugas

Surat lugas yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan audit.

Sural Tugas = {Kode_ST+Tanggal+Uraian Penugasan

| Audit+Persetujuan_ST+Nama_Kasubbag TU+NIP_Kasubbag
| TU+Nama_lrjen+NIP_lsjen)

Kode ST = *kode idcntitas Sural Tugas®

ﬁlﬁ Tanggal = *langgal dilerbitkannya Sural Tugas*

Uraian Penugasan Audit = *memual tujuan audit dan tanggal
: pelaksanaan audit®

Persetujuan_ST=*persclujuan dari Inspeklur¥
Nama_Kasubbag 1'U="nama pembual konsep ST
NIP_Kasubbag TU=*NIP pembuat konsep ST*

Nama_Irjen=*nama pejabat Inspeklur Jenderal®

NIP_Irjen=*kodc identitas Inspektur Jenderal®

Lampiran 6 - 9
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7

DS LHI/SHI

Laporan hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Auditor dan

sural hasil audilnya

L1 = {Kode_LHT+Tanggal LITI+Kode SHI+Tanggal SHI
+Persetujuan_LHI+Nama_Inspektur+NIP_Inspektur
+Persctujuan_SHI+Nama_Irjen+NIP_Irjen }

Kode LHI = *kode identitas LITT*

Tanggal LHI = *tanggal diterbitkannya LHI#

| Kode_SHI = *kode idenlitas SHI*

Tanggal SHI = *langgal diterbitkannya SHI*

: Persciejuan_LHI=*persctujuan konsep LLHI menjadi LHI#
Nama_Inspektur=*nama pejabat Inspektur®
NIP_Inspektur=*kode identitas pejabal Inspektur*

1 Perselnjuan SHI=*persetnjuan konsep SHI menjadi SHI*

Nama_Irjen=*namu pejabat Inspektur Jenderal®

NIP_Irjen=*kode identitas pejabat Inspeklur Jenderal*

8

DS Auditor

Pepawai yang melakukan audit investipasi.

Petugas_Penerima_Pengaduan = {NIP_Audilor+Nama_Auditar }
NIT_Auditor= *kode identitas Audilor *

Nama_Auditor= *nama pegawaui yang melaksanakan audit

LFA

e : %‘ DS Auditor-LHI
T BRER =

3
.
T

—

13
epdit

i | LHI per Auditor.
i Auditor-LHI= {Kode_Auditor_LHI+Jumlah_Waktu_Pcnyelesaian }
Kode_Audilor_LHI= *kode identitas LHI per Auditor *

i

: ure!

| Jumlah_waklu_penyelesaian= *jumlah waktu menyelesaikan LHI
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ampber:

10

DS Rekomendasi

Rekomendasi yang terdapal dalam LHI

Rekomendast = {Kode Rekomendasi+Uraian Kesalahan+Jenis
sanksi hukuman}

Kode_Rckomendasi = *kode idenlilas rekomendasi*

| Uraian_Kesalahan =*memuat uraian kesalahan yang ditakukan oleh

pegawai yang diadukan yang menjadi dasar diberikannya
rekomendasi*

Jenis sanksi Hukuman = *jenis sunksi=[Ringan|Sedang|Beral]

[1

DS Tindak Lanjut

| ‘Lindak lanjul Auditan atas rekomendasi yang telah diberikan.

Tindak Lanjut = {Kode_Tindak_Lanjut+Uraian_Tindak_Lanjut}
Kode Tindak_Lanjut = *kode identilas tindak lanjut*
Uraian_Tindak_Lanjut =*tindakan yang telah dilakukan Auditan

terhadap pegawai vang dirckomendasikan dijatuhi hukuman®

12

| DS PPTL

Pegawai yang melakukan pemantavan erhadap tindak lanjul.

| Pelupas Pemanlau_Tindak_Lanjul = {NIP_PPTLr+Nama_PPTL }

NIP_PPTL= *kode idenliias Auditor *
Nama_ PPTL= *nama pegawal yang melaksanakan pemantauan

tindak lanjut *

13

DS Aunditan

Kantor tempat pegawai yang diadukan bekerja.

% Auditan = {Kode_Auditan+Nama_Kantor }

Kode_Auditan= *kode idenlitas Auditan®

| Nama kantor= *nama kanlor unit vertikal Departemen Keuangan*
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DOKUMENTASI ENTITAS DAN ATRIBUT

“Individu atau Icm-hngz_l yla.ng nilcﬁya\lﬁ;[;aik-nn-

pengaduan.
2. | Pepawai yang ) I 2 Pegawai yang diduga melakukan KKN
Diadukan dan/atau pelanggaran kode etik.
3. 1B3 2 1 - Petugas penerima penguduan.
4. | Auditor 2 ] = Pepawai yang ditugaskan untuk melakukan

audil inveslipasi.

5. | Audilan 2 I - Unit-umit esclon T Departemen Keuangan.

6. | Pengaduan 6 | 2 I1al yang diadukan.

7. | DIKH 8 1 2 Disposisi Inspektur terhadap pengaduan yang
diterima.

8. | Sural Tugas 9 1 | Sural perintah oudil sebagai dasar

pelaksanaan audit,

9. | LHLSHI 11 1 1 Laporan alas audil investigasi yang lelah

dilakukan olch auditor.

10. | Rekomcendasi 5 L 2 Masukan kepada audilan atas hasil audit
invesligasi.

I1. | Tindak Lanjul 5 1 3 Tindakan auditan alas rekomendasi yang
terdapat dalam LHE.

12, | PPTL 2 1 > Pelugas yang memantau tindak lanjul.

13. | Auditor-LHI (AS) 4 l 2 LHI untuk setiap auditor.
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Entitas 1

Nama Entitas : Pengadu

: :AHOW Nulls 7" Descripfion a
1. Kode_Pengadu VARCIIAR(S) Nol al]uwcd Kode identilas pengadu

2. | Nama_Pengadu VARCHAR(20) Not allowed | Nama individu/lembaga

3. | Alamat_Pengadu VARCHAR(40) Allowed Tempat tingpal pengadu

4, | Telepon YARCHAR(Q20) Allowed Nomor telepen rumah atau HP

5. | E-mail VARCHAR(25} Allpwed Alamal e-mail

6. | Kodc_Pengaduan VARCHAR(S) Nol allowed | Kode identilas pengaduan

7. | Kode_P3 VARCHAR(5) Nol allowed | Kode identilas petugas penerimma

Kodc _Pengadu

Kodc Pcngaduan

Kode_P3

Entitas 2

Nama Entitas : Pegawai yang Diadukan

FaH ok 5l : AR Lt Fong 2

Kode_Pegawai yg_Diadukan VARCHAR(S) Not allowed | Kode identilas pegawai yang diadukan
2. | Nama VARCHAR(30) | Not allowed | Nama pcgawai yang diadukan karena
3. [ NIP VARCHAR(Y) Allowed Nomor Induk Pegawai

Nama_Kantor VARCHAR(Z®) | Allowed Unit vertikal departemen Keuangan

lempat bekerja yang bersangkulan,

5. | E-muail VARCITAR(25) | Allowed Alamal e-mail
6. | Kode_Pengaduan VARCHAR(S) Nol allowed | Kode idenlitas pengaduan
7. | Kode LHI YARCHAR(S) Nol allowed | Kode identitas LHI

Kode Pcn},aduan

Kode -Yan;, D:adukan -

Kode_LHI

Analisis dan ...,
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Entitas 3

Nama Entitas : Petugas Penerima Pengaduan (P3)

HEAN MR
ot

. | “Allow Nulls-

TNt ST
1 !

NIP_Pelugas

TVAR

CHAR(Y

),.

Not allowed

Kode identitas petugas

1
2. | Nama_Petugas

VARCHAR(30)

Noi allowed

Nama pegawai yang berlugas

NIP Pelugas -“

Entitas 4

Nama Entitas : Auditor

it Ly i L =
1. | NIP_Auditor VARCHAR(9} Not allowed | Kede identitas Auditor
2. | Nama_Auditor VARCHAR(20) Not allowed | Nama pegawai yang mengaudit

-I--P‘ u.ﬁm&_z -

Entitas 5

Nama Entitas : Auditan

“Allow Null

1. | Kaode_Auditan VARCIIAR(2) Not allowed
2. | Nama_Kantor VARCHAR(20) Not allpwed Nama Inspekiur

Lampiran 6 - 14

Analisis dan ..., Dedhi Suharto, FEB Ul, 2008




Entitas 6

Nama Entitas : Pengaduvan

NG| =65 A ibute [ype i |7 Allew Nulls |20 - - - < Description ~.
1. { Kode_Pengaduan VARCHAi{(S) Not allowed Kode iﬂc-nlilas Pcng,-vha‘c‘IL-lan
2. | Uraian_Pcngaduan VARCHAR(50) Nol allowed Uraian mengenai pengaduan
3. | Jenis_Kasus VARCHAR(15) Not allowid Klasilikasi pengaduan
4. | Tanggal_terima DATE/TIME Not allowed Tanggal diterimanya pengaduan
5. | NIP_Perugas VARCHAR(9) Not allowed Kode identitas pelugas
6. | Kode LIII VARCIIAR(5) Not allowed Kode identitas LE]

Kode_LHI

Entitas 7

Nama Entitas : DIKH

T
1. ode DIKH VARCHAR(5) Nol allowed
2. | Disposisi Inspekiur VYARCHAR(30) Naot Allowed Uraian mengenai disposisi Inspektur
3. | Tanpgal DIKH DATE/TIME Not allowed Tanggal disposisi dibuat
4. | Hasil Kajian VARCHAR(30) Not Allowed [Usul dilakukan audi|Tidak]
5. | NIP_Inspektur VARCITAR(5) Nol allowed Kode identitas Inspektur
6. | Nama_Inspektur VARCHAR(30) Not Allowed Nama pejabat Inspektur
7. | NIP_Audilor VARCHAR(9) Not allowed Kode identitas Auditor
8. | Kode ST VARCHAR(S) Not allowed Kode identitas sural lugas

S

[

Kode_DI KH ‘

Kode ST
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Entitas 8

Nama Entitas : Surat Tugas (ST)

Nos |t 2 Altnhulc -5 "Data Type Allow Nulls: Descnphon

f. K(’)db ST VARCHAR(S) Not allowed Kode idcnlilas sural lugas

2. { Uraian_Penugasan_Audit VARCHAR(30) Not allowed Uraian mengenai penugasan audil
3. | Tanpgal ST DATE(TIME Not allowed Tanggal ditecbitkannya ST

4. | Persclujuan_ST VARCHAR(12) Not allowed [Setuju dilakukan audilfTidak]

5. | Kode LHI VARCHAR(S) Nol allowed Kode identilas LHI

6. | NIP_Irjen VARCHAR(9) Nol allowed NIP identitas Inspeklur Jenderal
7. | Nama_lrjen VARCHAR(3D) Not allowed Nama pejabat Inspektur Jenderal
8. | NIP_Kasubbag TU VARCITAR(Y) Not allowed NIP idenlitas Kasubbag TU

9. | Nama Kasubbag TU VARCHAR(30) Not allowed Nama pejabat Kasubbag TU

-Kode ST

“Kode_LHI

Entitas 9

Nama Entitas : LHI/SHI

: e . IR
1 Kode LHI VARCHAR(S) Not allowed Kode identilas fHI
2. | Tanggal_ILHI DATEfTIME Not allowed Tanggal diterbitkannya LHI
3. | Kode_SHI VARCHAR(5) Not allowed Kaode identitas SHI
4. | Tanggal_STII DATE/TIME Nal atlowed Tanggal diterbitkannya SHI
5. | Kode_Pengaduan VARCIIAR(S) Not allowced Kode identitas Pengaduan
6. | Persetujuan_LHI VARCHAR(12) Nol allowed [OK|Belum OK]
7.} Nama_lnspeklur VARCHAR(3M Nol allowed Nama pejabal Inspekiur
8. | NIP Inspekiur VARCHAR(®) Not allowed Kode identitas Inspektur
9. | Persetuyjuan_LHI VARCHAR(12) Not allowed [OK|Belum OK]
10. | Nama_lnspeklur VARCHAR(30) Not allowed Nama pejabal Inspekiur Jenderal
11. | NIP Inspekiur VARCIIAR(S) Not aflowed Kode idenlitas Inspektur Jenderal

"Kode LI

T

“f(od‘t':_'i’“cnga_l-d uan .
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Entitas 10

Nama Entitas : Rekomendasi

dta Type _
Kode_Rekomendasi VARCHAR(S) - Nol altowed Kod ideniilas Rokomendasi
Uraian_Kesalahan VARCHAR(255) Nol allowed Uraian mengenai kesalahan
Jenis_Sanksi_hukuman VARCHAR(30) Nol allowed Klasifikasi sanksi hukuman
Kode_Pegawal_yg_Diadukan | VARCHAR(S) Not allowed Kode identitas Pegawai yg Diadukan
Kode_[HI VARCHAR(S) Not allowed Kode idenlitas LHI

- ‘I-(-(J('jé_cha;va‘i _yg_biaaukaﬁ

Kode_LHI

Entitas 11

Nama Entitas : Tindak Lanjut

o5 TSy = D e R
1. | Kode_Tindak_Lanjul VARCHAR(S) Nol allowed Kode idenlitas Tindak Lanjut
2. | Uraian_Tindak_Lanjut VARCHAR(S)) Not allowed Uraian mengenai Tindak Lanjul
3. | Kode_Auditan VARCHAR(2) Nol allowed Kode identitas Auditan
4, | Kode LHI VARCHAR(3) Not allowed Kode identitas [LHI
5. | NIP_PPTL VARCHAR(9) Not allowed Kode identilas petupas pemantau

CPTIY
Kode LHI
Kode_LHI
NIP_PPTL

Entitas 12

Nama Entitas : Petugas Pemantau Tindak Lanjut (PPTL)

&

B ek

Nol allowe

Kode identitas pelugas pemantan

Not allowed

Nama pegawal PPTL

NIP PPTL
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Entitas 13

Nama Entitas : Auditor-L.HI

ata Type
‘Kode_Auditor LHI | VARCHAR(S) Nolallowed | Kodc identitas Audilor-LHI
NIP_Auditor VARCIIAR(9) Not allowed Kode identitas Audilor
Kode_LHI VARCHAR(S) Nol allowed Koe identitas LHI
Jumlah wakiu penyelesaian | VARCHAR(S) Allowed Waklu penyelesaian LHI per audilor

" Foreign Keys ™

S vLeE R Ak

Kode Auditor-LHI

NIP_Audilor
Kode_1.HI
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